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Haerul Insani 
ABSTRAKSI 
 
HAERUL INSANI, Nim E11109262, dengan judul “Peluang dan 
Tantangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum 
Anggota DPRD Tahun 2014 Di Kota Makassar” di bawah bimbingan Drs. 
H. A. Yakub M.Si sebagai pembimbing I, dan A. Ali Armunanto S.ip, M.si 
sebagai pembimbing II  
 PKS sebagai partai kader yang berideologi islam, memiliki peluang 
yang cukup terbuka dalam bersaing dan memenangkan pemilu di kota 
Makassar, oleh karena itu penulis memfokuskan untuk meneliti Peluang dan 
tantangan PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar. tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis dan mencari tahu bagaimana peluang dan apa 
yang menjadi tantangan PKS pada pemilihan umum di kota Makassar. 
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif 
analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan literatur-
literatur serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui 
peluang PKS, kita harus melihat kekuatan dan strategi yang dimiliki PKS. 
Kekuatan utama PKS untuk memenangkan pemilu tahun 2014 dikota 
Makassar adalah militansi dan loyalitas kader, infrastruktur partai serta pihak-
pihak eksternal dari PKS yaitu para relawan partai yang bekerja untuk 
memenangkan partai. Dan yang menjadi strategi politik PKS yang akan 
digunakan pada pemilu di kota Makassar adalah dengan melakukan 
pendekatan terhadap masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan 
terhadap masyarakat, baik pada pelayanan social, pelayanan pendidikan 
maupun pelayanan pada sisi keagamaan dan ideology islamnya.  
 Adapun yang menjadi tantangan bagi PKS pada pemilu tahun 2014 
adalah kurangnya peran pemerintah terhadap keberadaan partai politik 
utamanya pada sisi financial partai, perilaku pemilih di kota Makassar yang 
masih pragmatis dan kompetisi partai yang semakin ketat pada pemilu tahun 
2014 di kota Makassar. 
 
 DAFTAR ISI  
 
Lembar Pengesahan 
Lembar Penerimaan 
Kata Pengantar 
Abstraksi 
Daftar Isi 
BAB I. PENDAHULUAN        1 
1.1 Latar Belakang       1 
1.2 Rumusan Masalah       9 
1.3 Tujuan Penelitian       9 
1.4 Manfaat Penelitian       9 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA       11 
2.1 Konsep Peluang dan Tantangan dalam Politik   11 
 A. Peluang Partai  Politik      11 
  a. Kekuatan Partai Politik                12
 b. Strategi Partai Politik      16 
 B. Tantangan Partai Politik      21 
2.2 Konsep Partai Politik       25 
A. Defenisi Partai Politik      25 
B. Klasifikasi Partai Politik      26 
a. Klasifikasi Partai Politik Berdasarkan Pada Asas dan 
Orientasi………………………..…….………..…………. 26 
b. Klasifikasi Partai Politik Berdasarkan Pada Basis Sosialmm 
dan Tujuan……………………………...…………….……. 28 
c. Klasifikasi Partai Politik Berdasarkan Pada Komposisi  ,,,,,,,, 
dan Fungsi Anggota…………………….…………………… 30 
   2.3 Konsep Pemilu       32 
   2.4 Kerangka Pikir       33 
   2.5 Kerangka Skema       38 
BAB III. METODE PENELITIAN       39 
 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian     39 
 3.2 Tipe Penelitian       39 
3.3 Jenis Data Penelitian       40 
A. Data Primer        40 
                   B. Data Sekunder       40 
  3.4 Pemilihan Informasi dan Unit Analisis    41 
  3.5 Teknik Pengumpulan Data      41 
    A. Wawancara        41 
       B. Dokumentasi       42 
     3.6 Teknik Analisis Data       42 
       A. Pengumpulan Data       43 
       B. Reduksi Data       43 
       C. Sajian Data        44 
        D. Penarikan Kesimpulan                                                             44 
 
BAB IV. GAMBARAN UMUM 45 
    4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian    45          
    4.2 Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  47 
    A. Sejarah Singkat       47 
    B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera    48 
    C. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera  53 
    D. Struktur DPD PKS kota Makassar     55 
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN                57 
 5.1 Peluang PKS pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar 57 
 A. Kekuatan Partai Keadilan Sejahtera    57 
 B. Strategi Partai Keadilan Sejahtera     65 
 5.2 Tantangan PKS pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar 71 
  A. Prilaku pemilih di kota Makassar     72 
  B. Kurangnya peran pemerintah terhadap partai politik  74 
      C. Kompetisi Partai        75 
BAB VI. PENUTUP         78 
   6.1 Kesimpulan        78 
   6.2 Saran         79 
Daftar Pustaka 
Lampiran-Lampiran 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Partai politik bukanlah hal yang asing lagi di dalam dunia politik, 
bahkan partai politik merupakan salah satu dari kekuatan-kekuatan politik 
dan merupakan ciri perpolitikan modern. Partai politik pertama-tama lahir 
di Negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat 
merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta di ikut sertakan dalam 
proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan 
berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan 
pemerintah di pihak lain.1 Bahkan partai-partai politik telah menjadi bagian 
penting yang tidak terpisahkan dari sistem politik.  Jika politik adalah taktik 
atau strategi untuk mendapatkan kekuasaan, maka partai politik adalah 
kendaraan untuk menggapai kekuasaan tersebut, karena itu antara politik 
dan partai politik sangat erat kaitannya. Terlebih lagi pada era modern 
seperti sekarang keberadan partai politik sangat dibutuhkan oleh setiap 
Negara yang menganut sistem demokrasi.  
Pada era politik modern seperti sekarang ini, ada banyak Negara-
negara di berbagai belahan dunia yang menggunakan sistem demokrasi 
                                                             
1 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar ilmu Politik. 2008 :398 
modern. Demokrasi modern seperti saat ini adalah sebuah sistem 
keterwakilan, baik keterwakilan formal maupun keterwakilan aspirasi 
masyarakat dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berbeda 
dengan demokrasi masa lalu yang setiap warga Negara mewakili dirinya 
sendiri dalam pemerintahan, namun sekarang, akibat jumlah penduduk 
setiap Negara yang sangat banyak, sehingga diperlukanlah sebuah 
sistem keterwakilan untuk mewakili setiap aspirasi warga Negara, dimana 
setiap warga Negara berhak untuk memilih dan menunjuk wakilnya 
melalui sistem pemilu. Dari sinilah peran sebuah partai politik dalam 
sistem politik, dimana salah satu fungsi dari partai politik adalah 
rekrutmen politik, yaitu peran sebuah partai politik dalam membentuk dan 
melahirkan kader-kadernya yang terbaik dan akan dipilih langsung oleh 
rakyat melalui sistem pemilu. 
Di Indonesia, sejarah lahirnya partai politik terbagi ke dalam 
beberapa zaman atau periode, yaitu masa penjajahan Belanda, masa 
pendudukan Jepang dan masa pasca kemerdekaan.2Pada masa pasca 
kemerdekaan Indonesia, sistem kepartaian di Indonesia juga terbagi 
dalam beberapa era seperti pada era Orde Lama yaitu pada masa 
kepemimpinan presiden Soekarno, era Orde Baru pada masa 
kepemimpinan Presiden Soeharto, dan era Reformasi sampai saat ini.  
                                                             
2 http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia. (diakses 17/03/2013) 
Pada era Orde lama, sistem kepartaian yang diterapkan di 
Indonesia adalah sistem Multi Partai, hal ini tertuang dalam Surat 
Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949, Keputusan Wapres ini 
juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang 
pertama pada tahun 1955, pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai 
politik dan juga peserta independen (perseorangan)3, namun sistem multi-
partai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku 
sistem parlementer dalam naungan UUD 1945 periode pertama.4  
Ketika Masa Orde baru atau masa kepemimpinan Presiden 
Soeharto, partai politik dianggap sebagai hal yang menyebabkan ketidak 
stabilan politik pada tahun 1950 sampai 1960an, oleh karena itu 
pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik, Hasil dari 
penyederhanaan partai politik tersebut adalah munculnya tiga partai politik 
yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang 
berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai 
negara yang menganut sistem multi partai, banyak pengamat politik 
berpendapat bahwa sistem kepartaian yang dianut pada era Orde Baru 
adalah sistem partai tunggal, ada juga yang menyebut sistem kepartaian 
era Orde Baru adalah sistem partai dominan. Akan tetapi secara 
                                                             
3 http://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/struktur-kepartaian-sebagai-wujud-struktur-
sosial-masyarakat-indonesia/. Di kutip dari buku Herbert Faith, The Indonesian Elections of 
1955, Jakarta: KPG, 1999, hal. 84-85 (diakses 25/09/1013) 
4 Rusadi Kamtaprawira. Sistem politik Indonesia: suatu model pengantar. 1999. Hal: 188 
keseluruhan keukatan politik di masaorde baru ini dapat pula 
dikategorikan ke dalam golongan-golongan radikal, konservatif dan 
moderat.5  Baru setelah era Orde Baru tumbang oleh gerakan Reformasi 
1998, maka terjadi reformasi di setiap bidang termasuk bidang politik. 
reformasi bidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk 
mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik 
mereka, hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam 
masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut hanya 48 partai politik yang 
berhak mengikuti pemilu 1999.6 
 Setelah sistem multi partai yang dianut Indonesia setelah rezim 
Orde Baru tumbang, maka ada banyak sekali partai politik yang 
bermunculan, baik yang berbasis nasionalis maupun yang berideologi 
agama. Salah satu partai yang berbasis agama yang lahir pada tanggal 
20 juli 1998 adalah PK ( partai keadilan ) yang kemudian berubah nama 
menjadi PKS ( partai keadilan sejahtera ) pada 20 april 2002. Dalam skala 
nasional, PK pertama kali ikut pemilu pada tahun 1999, namun sayang 
pada awal keikutsertaan PK gagal menembus electoral threshold setelah 
                                                             
5 Drs. Arbi Sanit. Sistem politik Indonesia: kestabilan, peta kekuatan politik dan 
pembangunan. 1995 :14 
6 http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/sistem-kepartaian-di-
indonesia.html (diakses 28/09/2013) 
 
hanya memperoleh suara sekitar 1,3%, hal inilah yang membuat PK harus 
mengubah namanya untuk dapat kembali mengikuti pemilu berikutnya. 
Kiprah PKS dalam perpolitikan nasional mulai menunjukkan 
peningkatan. Pada pemilu tahun 2004 dilluar dugaan PKS memperoleh 
suara sebanyak 8.325.020 atau sekitar 7,34% dari jumlah total suara dan 
mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi.7 Pada pemilu tahun 
2009 PKS kembali Berjaya dengan mendapatkan 10% atau 57 kursi di 
DPR dan memperoleh suara sebanyak 8.206.955 atau sekitar 7,9%8 dan 
menjadi satu-satunya partai selain partai demokrat yang mengalami 
kenaikan jumlah perolehan suara. bahkan PKS menjadi satu-satunya 
partai berbasis islam yang perolehan suaranya selalu meningkat pada 
setiap pemilu. 
Namun, pada awal tahun 2013, PKS mengalami sebuah masalah 
politik ketika prsiden PKS luthfi hasan ishaq di tetapkan sebagai 
tersangka kasus korupsi daging sapi impor oleh KPK. Hal ini kemudian 
dapat merusak citra partai yang selama ini dianggap cukup bersih. 
Bahkan setelah terkuaknya kasus ini banyak pengamat politik yang 
memprediksikan bahwa suara PKS akan anjok pada pemilu 2014, bahkan 
sebelum kasus ini terungkap, lembaga survey telah memprediksi turunnya 
                                                             
7 kpu.go.id  : berdaarkan hasil pemilu tahun 2004 
8 kpu.go.id : berdasarkan hasil pemilu tahun 2009  
perolehan suara PKS. Bahkan banyak lembaga survei yang meramalkan 
bahwa partai-partai yang berbasis agama akan bertumbangan pada 
pemilu 2014, hal ini tidak terlepas dari banyaknya hasil survey yang 
dilakukan oleh lembaga survey yang menunjukkan tren merosotnya 
partai-partai berbasis agama. Hal ini dapat kita lihat dari hasil survey yang 
dilakukan oleh LSI, indo  barometer, SRMC dan INES, semua 
menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai berbasis agam yang 
memperoleh suara diatas 5%, termasuk PKS yang hanya berada di 
kisaran 2-3%. Berikut adalah hasil survey yang dilakukan oleh beberapa 
lembaga survey pada tahun 2012 lalu.  
Menurut Survei LSI yang digelar 1 hingga 8 Oktober 2012 lalu, 
dengan 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Metode yang digunakan 
multistage sampling dan margin of error 2,9. Menunjukkan persentase 
suara partai politik Islam, yaitu PKS, PPP, PAN, dan PKB, diprediksi 
tenggelam. Perolehan suara mereka di bawah 5%.9 Berdasarkan hasil 
survei SMRC terhadap partai islam, dari 1.220 responden. Perolehan 
suara PKS hanya mendapatkan dukungan (2,7 %).10 Sedangkan dalam 
Survei INES, PKS memperoleh suara sekitar 3,7 %. Survei ini dilakukan 
dari tanggal  5 -21 Oktober 2012. Survei ini menggunakan 6.000 orang 
responden yang sudah punya hak pilih pada Pemilu 2014, dengan margin 
                                                             
9 VIVAnews.com - Minggu, 14 Oktober 2012. (diakses 20/03/2013) 
10 REPUBLIKA.CO.ID - Selasa, 05 Februari 2013. (diakses 20/03/2013) 
error sekitar 2,5 persen. Jumlah sampel yang dapat dianalisa adalah 
5.993 sampel. Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer tersebut 
menyimpulkan, dari 10 partai politik, PKS berada di peringkat ke tujuh 
dengan 2,3%, survei tersebut dilakukan Indo Barometer terhadap 1.200 
responden, yakni pemuda berusia maksimal 30 tahun yang tersebar di 33 
provinsi di Indonesia pada 8-19 Mei 2012. 
Jika melihat hasil dari survey diatas, di tambah kasus yang tengah 
di alami PKS saat ini, maka menarik untuk kita lihat apakah tertangkapnya 
presiden PKS oleh KPK beberapa bulan lalu dapat mempengaruhi kinerja 
dan eksistensi PKS yang ada di Kota Makassar. Memang hasil dari 
prediksi survey tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan menurunnya 
suara PKS pada pemilu 2014, hal ini dikarenakan PKS setidaknya telah 
berhasil membuktikan bahwa partainya masih memiliki tingkat popularitas 
yang cukup tinggi di beberapa daerah, misalnya di jawa barat dan 
sumatera utara, hasil pilkada yang berlangsung pada februari 2013 
menunjukkan bahwa figur yang diusung PKS berhasil memenangkan 
pilkada di daerah tersebut, hal ini setidaknya membuktikan bahwa di 
daerah tersebut kader PKS masih menjadi pilihan.  
Dari hasil pemilu di provinsi jawa barat, pasangan Ahmad 
Heryawan dan Deddi Mizwar yang di usung partai PKS memperoleh 
suara sebanyak 6,515,313 (32,39%),11selain itu, pasangan Gatot Pujo 
Nugroho dan Tengku Erry Nuradi yang diusung PKS, juga berhasil 
mengugguli kandidat lainnya dengan perolehan suara sebesar 1,604,337 
(33%),12 pada pemilukada di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa 
PKS masih memiliki kans untuk bangkit pada pemilu di tingkat daerah tak 
terkecuali di Kota Makassar. Meskipun pada pemilukada Sulawesi-selatan 
yang lalu, pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Kahhar Mudzakkar 
yang di dukung PKS kalah tipis oleh pasangan SYL-Agus Arifin Nu’mang 
yang merupakan Incument. Namun, setidaknya PKS memiliki andil dalam 
memenangkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Kahar 
Mudzakkar di Kota Makassar. 
Jika kita melihat hasil pada pemilu tahun 2009 lalu di Makassar, 
PKS menempati suara terbanyak ke-4 di bawah Golkar, Demokrat, dan 
PDK. PKS berhasil memperoleh 5 kursi pada pemilu tingkat DPRD kota 
Makassar. Jika melihat data yang ada diatas, maka menarik kita lihat 
bagamana peluang PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar, yang pasti 
PKS memiliki kerjaan rumah yang cukup banyak dalam upaya 
mengembalikan kembali citranya yang cukup menurun dimata publik 
akibat adanya skandal korupsi dan kasus-kasus lainnya yang dapat 
mempengaruhi perjalanan PKS kedepannya. Apalagi pada pemilu tahun 
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2014 PKS Kota Makassar menargetkan posisi keduan dengan target 
memperoleh 12 kursi di DPRD Kota Makassar. Berdasarkan penjelasan 
dan data-data diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai “Peluang dan Tantangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 di Kota 
Makassar“. 
1.1 Rumusan Masalah 
Dengan melihat kiprah PKS pada setiap partisipasinya dalam 
pemilihan umum, maka menarik kita lihat bagaimana Peluang dan 
tantangan PKS pada pemilihan umum Anggota DPRD 2014 di Kota 
Makassar. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama penulis dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 
pemilihan umum Anggota DPRD tahun  2014 di kota 
Makassar?  
2. Apa Tantangan yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) pada pemilihan umum Anggota DPRD di kota 
Makassar ? 
3.  
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui bagaimana peluang  PKS pada pemilu anggota 
DPRD tahun 2014 di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi PKS pada pemilihan 
umum Anggota DPRD tahun 2014 di kota Makassar. 
1.3 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis 
dan manfaat praktis. 
1. Manfaat akademis. 
Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai 
peluang dan Tantangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 
pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kota Makassar. 
2.  Manfaat Praktis 
Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan 
melakukan penelitian yang terkait dengan peluang dan Tantangan 
partai-partai politik menjelang pemilihan umum. 
 
 
 
 BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini, peneliti akan mencoba untuk memaparkan beberapa 
konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah 
yang akan di diangkat dalam skripsi ini, yaitu Konsep peluang dan tantangan, 
konsep partai politik dan konsep pemilu. 
2.1 Konsep Peluang dan Tantangan dalam politik 
A. Peluang Partai Politik 
Apabila kita melihat beberapa kasus yang tengah dihadapi PKS 
seperti yang terjadi di awal tahun 2013 hingga menjelang pemilu 
pemilu tahun 2014, ada banyak faktor yang diyakini sebagai masalah 
yang dapat merusak nama baik PKS dan akan berpengaruh pada 
perolehan suara PKS pada pemilu 2014. Jika ditamah dengan sepak 
terjang PKS selama mengikuti proses pemilu, maka akan menarik 
untuk melihat dan memprediksi bagai mana peluang PKS pada pemilu 
2014. 
Peluang atau opportunities  menurut kamus besar bahasa 
Indonesia adalah ruang gerak, baik yg konkret maupun yg abstrak, yg 
memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk 
memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Jadi, peluang dalam 
politik dapat dikatan sebagai kesempatan atau ruang gerak yang baik 
dan memberikan kemungkinan dalam suatu kegiatan untuk 
memanfaatkannya dalam mencapai tujuan dalam politik itu sendiri. 
Untuk dapat melihat bagaimana peluang PKS pada pemilu 2014, 
maka terlebih dahulu kita harus melihat bagaimana kekuatan, strategi 
dan tantangan yang apa yang akan dihadapi, sebab kekuatan, strategi 
dan tantangan tersebut akan mempengaruhi bagaimana peluang PKS, 
semakin besar kekuatan, ditambah dengan strategi yang baik, maka 
akan semakin besar peluang dalam memenangkan pemilu, sama 
dengan kekuatan dan strategi, tantangan yang akan dihadapi juga 
akan mempengaruhi besar tidaknya peluang dalam memenangkan 
pemilu. Oleh karena itu penulis akan mencoba memaparkan mengenai 
konsep kekuatan, strategi dan tantangan dalam politik. 
a. Kekuatan Partai Politik 
Untuk memperoleh kesuksesan pada setiap proses pemilu, 
partai politik diwajibkan untuk memiliki kekuatan organisasi yang 
kuat. Sebab, sebuah partai politik yang memiliki kekuatan 
organisasi yang kuat dan solid bisa dipastikan memiliki kader-kader 
yang kompak, sehingga dengan adanya kekompakan dari anggota 
kader partai otomatis akan membuat kader partai akan bekerja 
sama secara maksimal menggerakkan partai untuk menjadi 
pemenang pada pemilu.  
 
1. Sistem Kaderisasi 
PKS adalah salah satu partai berbasis islam yang ada di 
Indonesia yang merupakan partai kader, yaitu partai yang 
memiliki kekuatan dengan mengandalkan kualitas 
anggota/kadernya. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri utama 
partai kader adalah sistem organisasi yang sangat ketat dan 
sistem kaderisasi yang berjenjang dan intensif. Jika melihat ciri 
tersebut maka sangat pantas jika PKS dikategorikan sebagai 
partai kader. Hal ini dapat kita lihat jika salah satu kader PKS 
terjerat sebuah kasus, maka organisasi partai menjadi benteng 
pertahanan pertama mereka, ini dibuktikan  ketika PKS 
manghadapi masalah politik, PKS dapat melewati masalah 
terebut dengan baik dan cepat bahkan mampu untuk bangkit 
kembali, hal ini dikarenakan adanya kekuatan organisasi yang 
kuat yang dimiliki partai ini.  
Berbeda dengan partai lain yang memiliki sosok sentral 
yang menjadi symbol dari partai mereka misalnya, Partai 
Demokrat dengan sosok SBY, Partai Golkar dengan Abu Rizal 
Bakrie, Prabowo di Partai Gerindra ataupun Megawati di partai 
PDI-P, mereka dipandang sebagai sosok yang menjadi panutan 
oleh para kader, sehingga dianggap sebagai sosok yang dapat 
mempersatukan kader. Berbeda dengan partai yang lain, di 
Partai PKS tidak ada satupun yang dianggap sebagai sosok 
sentral yang dominan di dalam Partai, inilah yang dapat menjadi 
kekuatan dari Partai PKS, sebab dengan demikian setiap 
anggota kader harus bekerja keras untuk membesarkan Partai 
mereka, Kekuatan organisasi inilah yang disebut-sebut sebagai 
salah satu kunci sehingga PKS dapat terus eksis sampai 
sekarang bahkan jumlah suara PKS terus bertambah setiap 
periode pemilu. Kekompakan dan loyalitas kader PKS sudah 
terbukti, Kader-kader PKS terbiasa berorganisasi di kampus-
kampus. Salah satu bukti bahwa organisasi PKS merupakan 
organisasi partai modern adalah presidennya yang mundur 
setelah jadi pejabat publik. Bahkan begitu tersangkut kasus, 
Luthfi Hasan Ishaq sang presiden PKS pun mundur tanpa 
gonjang-ganjing.  
2. Infrastruktur Partai 
Menjelang pemilu legislatif 2014 di kota Makassar, 
hampir seluruh partai kontestan pemilu mulai berbenah dalam 
memperkuat kekuatan partainya, mulai dari kekompakan kader-
kadernya sampai pada infrastruktur-infrastruktur partai yang 
ada di setiap kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut menjadi 
sangat penting mengingat keberadaan infrastruktur dan relawan 
partai tersebut memiliki peran besar dalam mensosialisasikan 
keberadaan partai terutama pada tingkat kecamatan dan 
kelurahan. Pemilu legislatif di kota Makassar nanti akan menjadi 
ajang pembuktian bagi setiap partai politik untuk menunjukkan 
kekuatan organisasinya, sebab dengan kekuatan oragnisasi 
yang kuat maka kemungkinan untuk memenangkan pemilu juga 
semakin besar. Dengan adanya infrastruktur yang kuat dan 
kader-kader yang kompak merupakan modal besar bagi PKS 
dalam memperbesar peluang dalam mewujudkan target yang 
ingin dicapai pada pemilu tahun 2014 di kota Makassar. 
3. Pihak Eksteral dan Organisasi sayap Partai 
Untuk mencapai hasil maksimal pada pemilu, setiap 
partai politik tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan internal 
partainya saja, salah satu faktor yang dapat mendukung 
tercapainya tujuan partai adalah adanya pihak eksternal partai 
dan organisasi sayap partai. Hal ini menjadi sangat penting 
sebab peran pihak eksternal dan sayap partai sangat 
membantu partai dalam upaya memenangkan pemilu terutama 
dalam mensosialisasikan partai kepada masyarakat, selain itu 
eksternal partai dan sayap partai juga sangat efektif dalam 
mencari dan mendapatkan dukungan maupun suara rakyat 
yang sangat dibutuhkan partai politik dalam pemilu. Kehadiran 
pihak eksternal partai ini tidak bisa dipandang sebelah mata, 
sebabpihak eksternal partai telah menjadi salah satu kekuatan 
partai dalam hal memenangkan partai pada pemilihan umum. 
PKS sebagai partai besar yang ada di kota Makassar tentu 
memiliki eksternal dan organisasi sayap partai, apalagi ketatnya 
persaingan partai politik di kota Makassar menjadikan pihak 
eksternal sebagai bagian penting dalam kemenangan sebuah 
partai politik,  
b. Strategi Partai Politik 
Strategi pada umumnya berasal dari bidang militer, kata 
strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” yang 
diterjemahkan sebagai “Komandan militer” pada zaman demokrasi 
Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencaan, dan eksekusi 
sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu.13 Hingga awal masa 
industrialisasi, istilah strategi masih dipakai sebatas konotasi militer 
saja. Baru setelah itu kepemimpinan atas sejumlah besar orang 
diperlukan pula di bidang ekonomi. Sejak saat itu sedikit demi 
sedikit konsep strategi makin meluas ke berbagai aspek 
masyarakat, termasuk tentu saja ke bidang politik. Politik juga 
bertujuan memimpin kelompok-kelompok besar masyarakat atau 
anggota partai politik dan organisasi kearah sasaran khusus.14 
Ahli strategi politik/militer dari Prussia Carl Von Clausewitz 
(1780-1831) menjelaskan bahwa tujuan strategi itu bukanlah suatu 
kemenangan yang tampak dipermukaan, melainkan kedamaian 
yang terletak di belakangnya. Pengertian ini juga sangat peting dan 
erat kaitannya bagi strategi politik yang dijalankan partai politik, 
dalam hal ini adalah strategi yang dilakukan partai dengan cara 
mempengaruhi dan merekrut individu-individu dalam masyarakat. 
Strategi itu sendiri memiliki tujuan yang paling utama adalah 
“kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus partai 
politik dalam memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum 
                                                             
13 http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi. (diakses 20/09/2013) 
14 Peter Schroeder dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik 
dan akan berhasil memenangkan setiap calon-calon yang diajukan 
partai.15 
Antara politik dan strategi memang sangat erat kaitannya 
dan tidak terpisahkan, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa 
politik itu adalah sebuah strategi dalam merebut atau 
mempertahankan kekuasaan. Strategi politik adalah strategi yang 
digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. partai politik 
merupakan salah satu organisasi yang mutlak memerlukan sebuah 
strategi politik dalam pemilu, tujuannya adalah untuk memperoleh 
kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara 
memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat mendorong 
kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan 
masyarakat.16 
Di dalam politik, strategi dapat berupa ide-ide atau gagasan. 
ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar 
masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam 
setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, 
karena hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan 
ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan 
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16 Ibid 
pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki 
pendukung dan penentang. 
Dalam hal ini ide politik hanya akan dapat diwujudkan dalam 
satu pertarungan melawan penentang ide tersebut, yang akan 
selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat 
diperoleh, tetapi yang menjadi permasalahannya tentu saja, 
bagaimana kekuasaan dan pengaruh itu bisa diperoleh, disaat 
yang sama, banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, 
maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam Pemilu, 
dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka disinilah 
letak substansi dari starategi politik itu.17 
1. Pelayanan kepada Masyarakat 
Partai Politik sebagai salah satu produk dari sistem 
demokrasi modern merupakan sarana aspirasi kepentingan dari 
masyarakat. Dalam hal ini partai politik memiliki kewajiban 
untuk mewadahi dan menyalurkan setiap aspirasi dari 
masyarakat, mengingat salah satu fungsi dari partai politik 
adalah rekrutmen politik yang bertujuan untuk menunjuk dan 
menugaskan kader-kadernya untuk mewakili kepentingan 
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rakyat di dalam parlemen. Oleh karena itu antara partai politik 
dan masyarakat sangat erat hubungannya, dimana masyarakat 
membutuhkan sebuah partai politik untuk menyalurkan 
aspirasinya dalam parlemen dan partai politik juga 
membutuhkan masyarakat untuk mendukung kader-kader dan 
program-program yang mereka buat untuk rakyat itu sendiri. 
Karena adanya hubungan erat antara mesyarakat dan partai 
politik, maka salah sat strategi dalam memenangkan pemil 
adalah dengan cara mendekatkan diri kepada masyarakat, 
degan cara terbuka kepada masyarakat dan siap untuk menjadi 
penerus aspirasi masyarakat. 
2. Ideologi Islam 
Makassar sebagai salah satu kota besar yang ada di 
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan 
mayoritas penduduk kota Makassar adalah pemeluk agama 
islam. Hal inilah yang terkadang dimanfaatkan partai politik 
dalam mendapatkan simpati dan dukungan masyarat 
khususnya partai-partai berbasis Agama seperti PKS. Jika 
mampu memanfaatkan Ideologi Islam sebagai strategi dengan 
menyusun program-program yang religius yang dibutuhkan oleh 
masyarakat dan membuktikan kepada masyarakat bahwa 
partainya adalah partai yang benar-benar pro rakyat, maka 
partai politik akan mendaptkan dukungan dan simpati 
masyarakat yang cukup besar. Namun, meskipun dijadikan 
salah satu strategi dalam pemilu, Ideologi islam yang dianut 
partai politik dapat menjadi boomerang tersendiri bagi setiap 
partai yang menggunakan strategi ini mengingat kepercayaan 
masyarakat sedang menurun terhadap partai yang berideologi 
agama mengingat maraknya kasus yang menimpat para 
petinggi partai yang berideologi islam termasuk PKS.  
 
B. Tantangan Partai Politik 
Peluang dan tantangan merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan, dimana ada peluang maka di situ akan ada tantangan. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia Tantangan adalah hal atau 
objek yg menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan 
mengatasi masalah. Jadi tantangan dalam politik adalah rangsangan 
untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah untuk 
mencapai tujuan.tantangan inilah yang harus dihadapi PKS untuk 
mewujudkan target yang mereka capai pada pemilu 2014. Jika 
peluang adalah atau ruang gerak yang baik dan memberikan 
kemungkinan dalam suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam 
mencapai tujuan dalam politik, maka tantangan dapat menjadi kondisi 
yang mengancam atau faktor-faktor yang dapat menghambat 
tercapainya tujuan. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenangkan sebuah 
pemilu di kota Makassar tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang 
akan dihadapi partai politik tidak terkecuali PKS itu sendiri, ada 
beberapa tantangan yang akan dihadapi PKS dalam upaya mencapai 
tujuannya dalam pemilu di kota Makassar, hak inilah yang kemudian 
menjadi batu yang terjal bagi PKS, namun akan berakhir dengan baik 
dan sesuai rencana jika mampu dihadapi dengan baik. 
 
a. Prilaku Pemilih di kota Makassar 
Sebagai kota besar, Makassar merupakan salah satu 
lumbung suara yang akan dimanfaatkan setiap partai politik 
termasuk PKS. PKS tidak akan mensia-siakan potensi besar pada 
perolehan suara di kota Makassar. sebagai salah satu kota 
metropolitan, sebagian besar pemilih di kota Makassar sudah 
tergolong sebagai pemilih rasional, namun, tidak dapat dipungkiri 
terdapat banyak pula pemilih yang masih pragmatis. Pemilih 
pragmatis inilah yang kemudian akan menjadi tantangan tersendiri 
bagi setiap partai politik termasuk PKS dalam upaya 
memenangkan pemilu di kota Makassar, mengingat salah satu 
fungsi artai politik adalah sosialisasi politik, yaitu memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi 
dalam politik dengan baik dan benar untuk menciptakan iklim politik 
yang positif dmi kepentingan bersama. 
b. Kompetisi Partai Politik 
Pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar tahun 2014, 
KPU telah meloloskan 12 partai politik yang dianggap layak 
mengikuti pemilu, artinya ada 12 partai politik yang akan bersaing 
untuk menguasai perolehan suara di kota Makassar. meskipun 
jumlah partai yang akan bersaing pada pemilu 2014 tidak sebanyak 
pemilu sebelumnya, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 
persaingan partai politik tidak akan ketat, bahkan dengan jumlah 
partai tersebut, boleh jadi membuat persaingan justru semakin 
sengit, apalagi setiap partai akan berusaha semaksimal mungkin 
untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di kota Makassar 
mengingat Makassar adalah salah satu kota dengan jumlah 
penduduk yang terbanyak. Persaingan partai politik inilah yang 
kemudian akan menjadi tantangan bagi setiap partai politik untuk 
memenangkan pemilu di kota Makassar. PKS dalam hal ini akan 
bekerja keras dalam mengungguli kompetitor-kompetitornya untuk 
dapat memenangkan pemilu di kota Makassar yang dapat 
dipastikan tidak akan mudah dan butuh kerja keras untuk 
mencapainya. 
c. Kurangnya peran pemerintah terhadap Partai politik 
Partai politik sebagai salah satu bagian dari masyarakat, sangat 
membutuhkan peran dari pemerintah. Adapun bentuk umum dari bantuan 
dana dan sarana dari pemerintah kepada partai politik adalah sebagai 
berikut : 
1. Mendanai biaya administrasi partai politik dengan cara 
pengalokasian dana secara kasar atau bertitik tolak pada jumlah 
anggota partai politik. 
2. Pembayaran sejumlah dana sesuai dengan hasil pemilihan. Dana 
yang dibayarkan pemerintah bukanlah dana ganti rugi kepada 
partai selama pemilihan, melainkan bonus yang diberikan 
pemerintah berdasarkan hasil pencapaian sebuah partai politik 
pada pemilihan umum. 
3. Pembayaran ganti rugi pengeluaran yang sah. Pembayaran ganti 
rugi tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan partai pada saat 
kampanye pemilihan dan pengeluaran rutin administrasi. 
4. Menyediakan sarana publik untuk tujuan partai. Sarana yang 
dimaksudkan adalah hak siar pada stasiun radio atau Televisi 
maupun tempat-tempat untuk pemesangan plakat. 
5. Menyediakan ruangan teknik dan personalia. 
6. Mendanai biaya pengeluaran Fraksi. Biaya yang dimaksudkan 
adalah sarana penunjang untuk para Fraksi. 
7. Membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari pajak 
8. Dukungan terhadap organisasi-organisasi garis depan, seperti 
organisasi pemuda, organisasi perempuan, yayasan, dan 
seterusnya. 
9. Pendanaan bagi pengeluaran anggota parlemen, dan  
10. Dana dari kegiatan bisnis partai18 
 
2.2 Konsep Partai Politik 
A. Defenisi Partai Politik 
Sistem kepartaian di Indonesia berawal dari kemenangan 
Jepang atas Rusia pada tahun 1905, hal inilah yang dianggap sebagai 
terompet kebangkitan dunia timur dan hal inilah yang dimaknai oleh 
kaum intelektual di Indonesia kala itu menjadi tonggak usaha dalam 
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Hal. 257 
merintis kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti dengan lahirnya 
organisasi Boedioetomo yang bergerak di bidang pendidikan pada 
tahun 1908.19  
Di dalam literature-literatur tentang Ilmu Politik, ada banyak 
sekali definisi partai politik menurut para ahli. Partai politik berasal dari 
bahasa latin “Partire”, yang bermakna membagi. Ada banyak definisi 
partai politik menurut para ahli, dintaranya adalah menurut Carl J. 
Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir 
secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 
penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan 
penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan 
yang bersifat ideal maupun materil. Sedangkan menurut Miriam 
Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 
sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut 
kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna 
melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 
B. Klasifikasi Partai Politik 
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Seiring dengan berkembangnya partai politik di era demokrasi 
modern ini, hal ini mengakibatkan terdapatnnya banyak defenisi dan 
kalsifikai-klaifikasi partai politik yang diantaranya adalah :  
a. Klasifikasi Partai Politik berdasarkan pada Asas dan Orientasi: 
Ada 3 Klasifikasi Partai Politik Berdasarkan Asas dan 
Orientasi partai, yaitu Partai Pragmatis, Partai Doktriner, dan Partai 
Kepentingan. 
1. Partai Pragmatis 
Yang dimaksud dengan parpol pragmatis ialah suatu partai 
yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat pada 
suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, 
situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, 
kegiatan dan penampilan parpol tersebut. Penampilan partai 
politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari gaya 
kepemimpinan sang pemimpin. Partai pragmatis, biasanya 
muncul dalam sistem dua partai berkompetisi yang relatif stabil. 
2. Partai Doktriner 
yang dimaksud dengan parpol doktriner ialah suatu partai 
politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkrit 
sebagai penjabaran ideologi. Dalam program dan gaya 
kepemimpinan terdapat beberapa pola umum yang merupakan 
penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat 
nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis 
dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya 
diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian 
kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat 
tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar 
partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit 
dan partai ini terorganisasikan secara ketat. Partai doktriner 
adalah partai yang teroganisir secara kongkret dan sistematis. 
Partai Komunis di mana saja merupakan contoh partai 
doktriner, Dan di Indonesia PKS  sepertinya lebih dekat dengan 
klasifikasi partai doktriner ini. 
3. Partai Kepentingan 
parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk 
dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, 
buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara 
langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini 
sering ditemui dalam sistem multi Partai, tetapi bisanya terdapat 
pula dalam sistem Dwi- Partai.  
b. Klasifikasi Partai Politik berdasarkan pada Basis sosial dan 
Tujuan 
Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis 
sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi 
menjadi empat tipe, yaitu: 
1. Partai Politik yang beranggotakan Lapisan-lapisan sosial 
dalam masyarakat, seperti kelas atas, kelas menengah dan 
kelas bawah. 
2. Partai Politik yang anggotanya berasal dari kalangan 
kelompok kepentingan tertentu, seperti kelompok petani, 
kelompok buruh, kelompok pengusaha, dll 
3. Partai Politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama 
tertentu, seperti agama islam, khatolik, protestan, dll 
4. Partai Politik yang anggotanya berasal dari kelompok 
budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah 
tertentu. 
Walaupun permasalahan klasifikasi jenis partai ini tidaklah 
mudah dalam memberikan contohnya. Hal ini dikarenakan partai-
partai politik Indonesia mengalami sebuah evolusi dalam 
pergerakannya dalam membentuk format partai yang ideal 
kedepannya. Kita lihat PDIP yang image-nya terbentuk sebagai 
partai Nasionalis sekarang sudah membentuk Baitul Muslimin, PKS 
yang merupakan partai berbasis islam juga mulai menyatakan diri 
sebagai partai terbuka dan nasionalis religius. Dalam 
kenyataannya, kebanyakan parpol tak hanya mempunyai basis 
sosial dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangan 
dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan. 
Pendukung Partai Demokrat di Amerika Serikat pada umumnya 
berasal dari kalangan menengah dan bawah, berkulit hitam, dan 
Katholik. Hal ini tidak berarti pendukung partai ini tidak ada yang 
berasal dari kalangan atas, kulit putih dan Protestan.20 
Berdasarkan tujuan, Almond menggolongkan Partai Politik 
menjadi 3 yaitu: 
1. Partai Pewakilan kelompok, yaitu Partai Politik yang 
menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk 
memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. 
2. Patai Pembinaan Bangsa, yaitu Partai Politik yang bertujuan 
untuk menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas 
kepentingan-kepentingan sempit 
3. Partai Mobilisasi, yaitu Partai Politik yang berupaya 
memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan yang 
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ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan 
perwakilan cenderung diabaikan.21 
c. Klasifikasi Partai Politik berdasarkan pada komposisi dan 
fungsi anggota. 
Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, Partai Politik 
di golongkan menjadi dua, yaitu partai massa dan Partai Kader. 
1. Partai Massa 
Partai Massa merupakan partai mengandalkan 
keunggulan jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi 
massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai 
pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga 
pemilu dapat dengan mudah dimenangkan. Partai ini juga 
memobilisasi masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan 
kebijakan tertentu. Kelemahan partai massa ialah masing-
masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai 
massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-
masing, terutama pada saat-saat kritis, sehingga persatuan 
dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali 
sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan 
partai baru. 
2. Partai Kader 
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kedua partai kader merupakan suatu partai yang 
mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan 
disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Partai Kader 
mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari 
anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga 
kemurnian doktrin yang dianut dengan jalan mengadakan 
saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota 
yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.22 
Disinilah posisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 
dimana seperti kita ketahui bahwa PKS menumpukan 
pergerakannya pada kader-kadernya, sehingga hal inilah yang 
membuat mobilitas partai sangat tinggi, bergerak dengan aktif 
dan mandiri. Jadi tidak heran jika PKS merupakan salah satu 
partai kader terbesar di Indonesia, hal ini terbukti dengan 
tertangkapnya presiden partai PKS oleh KPK beberapa waktu 
lalu tidak membuat partai ini langsung goyah, hal ini 
dikarenakan kekuatan PKS berada pada kadernya dan bukan 
berada pada sosok pimpinan atau sosok individu di partainya. 
Bahkan tanpa memerlukan waktu yang lama, dalam sehari PKS 
sudah dapat menunjuk pemimpin baru mereka,  
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2.3 Konsep Pemilu  
Di era demokrasi modern seperti sekarang, sistem pemilu sangat 
dibutuhkan oleh setiap negara untuk menyelenggarakan pesta demokrasi 
rakyatnya. Pada sistem pemilu inilah rakyat dapat ikut berpartisipasi 
langsung dalam sistem politik guna memilih dan ikut menentukan siapa 
saja yang akan berkuasa dan memimpin negaranya. Tidak ada demokrasi 
tanpa pemilu, tidak ada pemilu tanpa partai politik, pemilu dan partai 
politik selalu menciptakan suasana ingar-bingar, gaduh, tegang, dan 
konflik. Namun juga menyimpan harapan bagi kemajuan dan perbaikan 
sebuah negara dan bangsa. Pendeknya pemilu bagai jembatan emas 
yang licin penuh jebakan.23 
Di dalam Undang-undang, pemilu adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 194524.  
Pemilu di Indonesia merupakan kesempatan bagi rakyat untuk 
memilih sosok figur yang akan menduduki kursi di pemerintahan yang 
akan turut menentukan kesejahteraan mereka kedepannya. Sistem 
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24 Undang-Undang no. 8 Tahun 2012 
pemilu dilakukan untuk mencari sosok yang dianggap pantas dan layak 
untuk memimpin rakyat dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.  
Ibarat pohan besar, pemilu bagai proses metamorfosis penggantian daun 
dan ranting yang baru dan segar, mengganti daun dan ranting yang sudah 
mengkuning.25 
2.4 Kerangka Pikir 
Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Multi 
Partai, tidak heran jika disetiap perhelatan pemilu selalu dibanjiri oleh 
banyaknya partai-partai politik yang mendaftar untuk bertarung di 
pemilihan umum. Dengan banyaknya partai politik yang bermunculan di 
Indonesia praktis membuat persaingan antara partai politik juga menjadi 
semakin ketat. Hanya partai politik yang memiliki simpatisan dan massa 
yang loyal-lah yang mampu bertahan dalam kerasnya persaingan 
perebutan kursi Legislatif maupun eksekutif di negeri ini.  
Pada Pemilu tahun 2014, dari sekian banyak partai politik yang 
mendaftar sebagai peserta pemilu, KPU hanya meloloskan 12 partai 
politik, yang bahkan sebelumnya KPU hanya melolokan 10 partai saja, 
Sembilan merupakan partai lama yang memang telah memiliki kursi di 
DPR ditambah satu partai pendatang baru yaitu Partai Nasdem (nasional 
demokrat). 
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Melihat dari jumlah partai peserta pemilu yang tidak seramai pemilu 
sebelumnya, maka timbul pertanyaan bagaimana peluang dan persaingan 
partai politik menjelang pemilu. Jika kita melihat dari hasil-hasil pemilu 
yang telah dilakanakan sebelumnya, maka partai PKS merupakan satu-
satunya partai berbasis islam yang selalu konsisten pada setiap 
perhelatan pemilu, bahkan selain Partai demokrat, hanya Partai PKS yang 
memiliki perolehan suara yang naik jika dibandingkan dengan pemilu 
tahun 2009 lalu. Hal ini membuktikan bahwa PKS tidak bisa dipandang 
sebelah mata dan merupakan salah atu pesaing yang kuat pada 
pemilihan umum 2014. 
Seperti kita ketahui bersama, pada awal tahun 2013, PKS diterpa 
masalah politik yang dahsyat, dimana sang  presiden partai Luthfi Hassan 
Ishaq, ditetapkan sebagai terangka oleh KPK dalam dugaan kasus import 
daging sapi. Hal ini banyak diprediksi dapat mempengaruhi tingkat 
elektabilitas dari partai berlambang bulan sabit kembar terebut. 
Bagaimana tidak, partai yang memiliki slogan bersih, peduli dan 
professional ini relatif lebih bersih jika dibandingkan dengan partai lain, 
namun sekali berurusan dengan KPK, langsung pucuk pimpinan yang 
terjerat.  
Hal inilah yang dinilai akan berpengaruh terhadap kinerja dan 
popularitas PKS yang tersebar di daerah-daerah, tidak terkecuali di kota 
Makassar. Dengan adanyan hal tersebut maka wajib bagi para kader PKS 
untuk bekerja keras dalam upaya menaikkan citra partai menjelang pemilu 
2014 hal ini dilakukan agar PKS tetap memiliki peluang yang besar pada 
pemilu 2014. Untuk memperoleh hasil maksimal pada pemilu 2014, PKS 
harus memaksimalkan kekuatan organisasi yang dimiliki dan harus pandai 
dalam membuat strategi politik agar dapat terus eksis pada perhelatan 
pemilu. 
PKS yang merupakan Partai kader, bahkan boleh dibilang PKS 
adalah partai kader yang terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 
proses perekrutan anggota/kadernya yang sangat ketat dan berjenjang. 
Jenjang kaderisasi partai pun cukup panjang, mulai dari kader pemula 
sampai pada kader kehormatan. Kader partai sebelum naik ke jenjang 
berikutnya harus mampu membuktikan, punya komitmen dan intelektual 
yang tinggi. Dalam proses kaderisasi inilah nilai-nilai ideologi partai di 
tanamkan sehingga tidak heran jika kader PKS sangat loyal dan militan 
dalam membela partainya. 
PKS sebagai partai kader terbesar yang ada di Indonesia juga 
memiliki infrastruktur partai yang cukup solid dan ekternal partai yang 
terkenal cukup militant, inilah yang diprediksi menjadi salah satu kekuatan 
utama PKS dalam mengikuti pemilu. Ada banyak relawan-relawan PKS 
yang bermunculan terutam menjelang pemilu, hal tersebut semata-mata 
untuk memenangkan PKS dalam setiap pemilu. Selain mengandalkan 
kekuatan organisasinya, PKS juga harus memiliki strategi politik yang 
tepat agar dapat merebut simpati masyarakat menjelang pemilu 2014 di 
kota Makassar. Tercatat ada beberapa strategi yang dapat di gunakan 
Partai politik pada pemilu legislatif dikota Makassar, seperti mendekatkan 
diri kepada masyarakat, hal ini dilakukan mengingat partai merupakan 
sarana bagi masyarakat menyalurkan aspirasinya, sedangkan partai juga 
membutuhkan masyarakat untuk mendukung dan memberikan suara bagi 
partai, oleh karena itu partai politik tidak seharusnya menjauh dan tertutup 
kepada masyarakat.  
Selain mendekatkan diri kepada masyarakat, ideology islam yang 
dianut PKS juga dapat menjadi strategi tersendiri bagi partai tersebut 
mengingat masyarakat kota Makassar adalah mayoritas muslim, dan jika 
hal ini dapat dimanfaatkan dengan membuktikan kepada masyarakat 
sebagai partai islami yang bersih, bisa jadi PKS akan mampu meraih 
simpati masyarakat, namun, hal ini juga dapat menjadi boomerang balik 
bagi PKS mengingat saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap partai 
islam akibat dari banyaknya kasus yang menyeret partai-partai yang 
berbasis agama termasuk PKS sendiri.  
Meskipun pada pemilu tahun 2014 jumlah partai yang bersaing 
tidak seramai tahun 2009 lalu, namun tingkat kompetisi partai politik 
masih diprediksi memanas, terlebih lagi hampir semua partai politik yang 
ada mengalami guncangan-guncangan kasus yang cukup besar, 
sehingga masih sangat mungkin untuk terjadi persaingan-persaingan 
ketat antara para peserta pemilu, hal ini dapat menjadi tantangan 
tersendiri bagi PKS dalam upaya memenangkan pemilu di kota Makassar. 
selain kompetisi partai, perilaku politik di kota Makassar uga akan menjadi 
salah satu tantangan bagi PKS, sebab meskipun pemilih di kota Makassar 
sebagian besar dapat dikatakan sebagai pemilih rasonal, namun tidak 
sedikit juga yang masih bersifat pragmatis, hal inilah yang menjadi 
tantangan partai peserta pemilu tidak hanya PKS, sebab salah satu fungsi 
parpol adalah sebagai sosialisasi politik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi selatan, tepatnya di 
ibukota daerah yaitu Makassar. Hal yang menjadi pertimbangan untuk 
memilih kota Makassar sebagai fokus lokasi penelitian adalah bahwa 
posisi Makassar sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Selatan dan 
merupakan kota besar di kawasan Indonesia timur sehingga sangat 
strategis untuk menjadi basis massa partai politik, selain itu Makassar 
juga merupakan basis wilayah PKS yang menempati peringkat 4 besar 
dalam pemilu di tingkat Kab/Kota. Hal inilah yang membuat penulis untuk 
mengambil provinsi Sulawesi selatan dan kota Makassar sebagai sampel 
lokasi penelitian. Waktu penelitian adalah tahun 2013, dimana pada 
tahun 2013 merupakan awal dari partai politik untuk mensosialisasikan 
partainya menjelang pemilu tahun 2014.  
3.2 Tipe Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah tipe 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mencari hubungan-
hubugan baru yang terdapat pada suatu masalah yang luas dengan cara 
mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan cara menggali 
informasi dari sebuah masalah. Dengan kata lain, Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, 
pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat 
atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah 
berlangsung, dengan kata lain tipe Penelitian deskriptif pada umumnya 
dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.26  
3.3 Jenis Data Penelitian 
A. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 
dari sumbernya yaitu para informan-informan yang menjadi objek 
peneliti melalui proses wawancara face to face. Jadi boleh dikatan 
bahwa data primer adalah data asli yang belum pernah diolah 
sebelumnya yang di peroleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini 
peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara langsung 
dengan para informan. 
B. Data Sekunder 
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Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. 2007. Hal: 68 
Data sekunder merupakan data yang berasal dari buku-buku, 
literature-literatur, artikel-artikel dan bahan referensi lainnya yang 
berkaitan dengan partai politik maupun PKS. Jadi, Data sekunder 
merupakan data yang telah diolah dalam bentuk naskah tertulis 
ataupun dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 
peneliti dari buku-buku, artikel di internet maupun literature dari 
penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian.  
3.4 Pemilihan Informan dan unit Analisis 
Informan penelitian adalah Subjek yang memahami informasi objek 
penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mamahami objek 
penelitian.27 Dalam mencari informasi tentang objek yang diteliti, penulis 
melakukan wawancara langsung dengan Ketua DPD PKS Kota 
Makassar, Hasan Hamido S.Pd., M.Si, Ketua DPC PKS Kecamatan 
Biringkanaya, Kader-Kader PKS, dan beberapa Pihak Eksternal Partai 
yang menjadi relawan PKS pada pemilu Walikota Makassar tahun 2013.  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
A. Wawancara  
                                                             
27 Ibid. Hal : 76 
Peneliti melakukan wawancara lansung terhadap informan yang 
dianggap tepat dan memiliki pengetahuan dengan masalah penelitian 
ini. Wawancara antara peneliti dan informan dilakukan secara face to 
face. peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti dari 
masalah penelitian kepada informan  Metode ini dikenal dengan teknik 
wawancara  yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan. 
Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan yang 
berhubungan  dengan masalah yang diangkat. Informan yang  
diwawancarai berasal dari pengurus DPD PKS kota Makassar. 
B. Dokumentasi 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga menggunakan 
teknik pengumpulan data Dokumentasi, yaitu peneliti memperoleh 
sumber data tertulis dari berbagai dokumen-dokumen yang 
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga maupun yang dikeluarkan 
individu/perseorangan. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber 
referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dll. 
3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam teknik analisis data pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan/ membagi 4 tahap teknik analisis data, yaitu Pengumpulan 
Data, Reduksi data, Sajian data dan Penarikan kesimpulan. 
A. Pengumpulan data 
Dalam teknik analisis data, langkah pertama yang peneliti 
lakukan adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan seluruh data 
yang memiliki kaitan langsung terhadap objek yang akan diteliti, data 
tersebut diperoleh dari hasil wawancara maupun data dari hasil 
dokumentasi. 
B. Reduksi data 
Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah Reduksi data. 
Data yang telah terkumpul, kemudian dibuat reduksi data untuk 
memilih data yang relevan dan memfokuskan data yang mengarah 
atau berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti. 
Kemudian melakukan penyederhanaan dan menyusun secara 
sistematis hal-hal penting dari data yang ditemukan. Pada proses 
Reduksi data, hanya data yang mengarah ke objek/masalah penelitian 
yang direduksi. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk 
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 
membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, 
sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 
 
C. Sajian data 
Dalam proses ini, penyajian data dapat berupa bentuk tulisan 
atau kata-kata maupun gambar. Tujuan dari sajian data adalah untuk 
menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan 
atau masalah yang terjadi. 
D. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian 
berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data 
terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan 
sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil 
kesimpulan akhir. 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 Pada bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa bagian-bagian yang 
diharapkan dapat menjadi gambaran secara umum berkaitan dengan 
masalah yang akan diteliti. Adapun yang akan dipaparkan pada bab ini 
adalah gambaran umum lokasi penelitian, yaitu kota Makassar dan gambaran 
umum partai keadilan sejahtera (PKS). 
4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian 
Makassar adalah kota yang terletak di bagian pesisir barat Provinsi 
Sulawesi Selatan, terletak pada koordinat 119°25’ Bujur Timur dan 5°8’ 
Lintang Utara, dan berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten 
Pangkep, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa, sebelah Timur 
dengan Kabupaten Maros dan sebelah Barat dengan Selat Makassar. 
Luas Wilayah Kota Makassar tercatat seluas 175, 77 km persegi yang 
meliputi 14 kecamatan. Kota Makassar tergolong salah satu kota 
terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara 
demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. 
Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, 
Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.28 
Secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat 
dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, 
Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan 
kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding 
wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar 
dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.29 
Dari sisi politik, Makassar adalah kota terbesar dan terpadat di 
kawasan Indonesia timur, oleh karena itu Makassar memiliki jumlah 
penduduk yang cukup banyak, jumlah penduduk di kota Makassar 
diperkirakan berada pada kisaran angka 1,6 juta jiwa dengan jumlah 
pemilih saat ini pada pemilu walikota mencapai 983.990 pemilih30, 
pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang sangat tinggi serta 
kepadatan penduduk yang juga tinggi dikarenakan banyaknya 
masyarakat yang melakukan urbanisasi ke wilayah ini baik karena faktor 
ekonomi, pendidikan dan lain-lain.  hal inilah yang menjadikan kota 
                                                             
28 http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar 
29 http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85 (25 
juli 2013) 
30 http://www.rumahpemilu.org/read/2651/DPT-Pilkada-Kota-Makassar-983.990-Pemilih (25 
juli 2013) 
Makassar sebagai incaran bagi setiap partai politik untuk meraih suara 
semaksimal mungkin untuk memenangkan pemilu 
. 
4.2  Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
A. Sejarah Singkat  
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang merupakan 
lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang tidak lolos electoral threshold 
pada pemilu tahun 1999. PK didirikan dalam sebuah konferensi pers di 
Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada tanggal 20 juli 
1998. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Setelah 
dinyatakan lolos verifikasi Partai Keadilan (PK) pertama kali ikut dalam 
pemilu tahun 1999 dan meraih 1,4 juta suara. Akibat UU Pemilu 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut 
sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) yaitu 2%, 
maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu 
berikutnya. Pada tanggal 9 Jumadil Ula 1423H atau bertepatan 
dengan hari sabtu, tanggal 20 April tahun 2002, PKS didirikan di 
Jakarta, dengan bergabungnya PK dan PKS maka secara otomatis 
semua hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan 
para kadernya.  
Pada pemilu tahun 2004 PKS memperoleh suara sebesar 
8.325.020 atau sekitar 7,34% dari jumlah total suara dan mendapatkan 
45 kursi di DPR dari total 550 kursi.31 Sedangkan pada pemilu tahun 
2009 lalu, PKS kembali berhasil mendapatkan 10% atau 57 kursi di 
DPR dan memperoleh suara sebanyak 8.206.955 atau sekitar 7,9%32, 
dengan hasil tersebut PKS menjadi satu-satunya partai yang berbasis 
islam yang memiliki perolehan suara meningkat setiap pemilunya. 
B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera  
Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera 
adalah: “Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, 
dan bermartabat”.33 
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi 
dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral 
yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap 
terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan 
Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu 
dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang 
merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah 
                                                             
31 kpu.go.id  : berdaarkan hasil pemilu tahun 2004 
32 kpu.go.id : berdasarkan hasil pemilu tahun 2009  
33 http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi. (diakses 26/08/2013) 
Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan 
kemanusiaan), dalam bingkai NKRI. 
Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik 
pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya 
ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan 
seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu 
keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: 
mengurangi dan melebihi (ifrath dan tafrith). 
Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman 
adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara 
psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang 
terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. . Firman Allah Swt 
pada surah An-Nahl 16:112 menegaskan, “Dan Allah telah membuat 
suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman 
lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari 
segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat 
Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan 
dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." 
Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan 
dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang 
bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik 
dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan 
sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa 
lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, 
mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan 
kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujud dalam 
karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari 
sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari 
bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang 
memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa 
lain. 
Adapun Misi yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera 
adalah:34  
1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan 
birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap 
penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem 
ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang 
setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. 
Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai 
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kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa 
dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, 
kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi 
birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki 
sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta 
penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya 
pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang 
bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali 
dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku 
bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan 
pemberdayaan industry pertahanan nasional. 
Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta 
berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas 
melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di 
tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali 
sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas 
kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip 
kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, 
dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. 
Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-
bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya. 
2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan 
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi 
pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah 
tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan 
melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan 
produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; 
peningkatan dayasaing industri nasional dgn pendalaman 
struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan 
pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber 
pertumbuhan baru berbasis resources & knowledge. Semua 
itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter 
yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat 
antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin 
pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala 
bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa 
modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin 
terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha. 
3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang 
terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan 
SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional 
dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua 
kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, 
dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT 
untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara 
mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi 
untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. 
Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan 
relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter 
bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta 
daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat 
sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat 
mewadahi dan membantu proses pembangunan 
berkelanjutan. 
C. Jenjang Keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera 
Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader, dimana inti dari 
kekuatan partai ini berasal dari para kader-kadernya. Sesuai dengan 
AD-ART PKS Bab III pasal 8 yaitu, setiap warga Negara Indonesia 
dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan republik Indonesia yang berlaku.35  Sistem kaderisasi pada 
PKS berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas kadernya, 
adapun tingkatannya adalah : 
1. Kader Pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan 
untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam 
keanggotaan partai dan ter Catat oleh Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) PKS setelah lulus dalam training orientasi 
partai tingkat pertama. 
2. Kader Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalam 
keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah 
lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar pertama. 
3. Kader Madya, yaitu mereka yang terdaftar dalam 
keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah 
lulus pada pelatihan kepartaian tingkat dasar kedua. 
4. Kader Dewasa, yaitu mereka yang terdaftar dalam 
keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPC dan telah 
lulus pada pelatihan kepartaian tingkat lanjutan. 
5. Kader Ahli, yaitu mereka yang terdaftar dalam keanggotaan 
partai  yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
dan telah lulus pada pelatihan kepartaian tingkat tinggi. 
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6. Kader Purna, yaitu mereka yang terdaftar dalam 
keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh DPP dan telah 
lulus pada pelatihan Kepartaian tingkat ahli, dan  
7. Kader Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam 
perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis 
Pertimbangan Partai. 
Jenjang keanggotaan kader ini merupakan jenjang kaderisasi 
para anggota Partai Keadilan Sejahtera. Jika telah memenuhi kualitas 
dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka jenjang 
keanggotaannya pun dapat ditingkatkan. 
D. Struktur Dewan Pempinan Daerah (DPD) PKS kota Makassar 
Adapun Susunan Dewan Pengurus Daerah PKS kota Makassar 
periode 2012 – 2015 adalah sebagai berikut : 
Nama Jabatan 
Hasan Hamido S.Pd., M.Si Ketua Umum 
Tumaruddin, S.Si, Apt Wakil Ketua Umum 
Mudzakkir Ali Djamil, ST Sekretaris Umum 
Edi, ST Wakil Sekretaris Umum I 
Mustain Ruddin, A.Md Wakil Sekretaris Umum II 
Munawir Wakil Sekretaris Umum III 
Hamsah, ST Bendahara Umum 
 
Bidang-Bidang 
No Bidang-
bidang 
Nama Jabatan No Bidang-bidang Nama Jabatan 
1 Bidang 
Pembinaan 
Cabang 
Dakwah I ( 
Kec. 
Makassar, 
Ujung 
Pandang, 
Rappocini ) 
Awaluddin 
Arsyad,A.Md 
Ketua 5 Bidang 
Pembinaan 
Cabang Dakwah 
V ( Kec. 
Tamalanrea, 
Biringkanaya ) 
Sutikno 
Kasim, A.Md 
Ketua 
2 Bidang 
Pembinaan 
Cabang 
Dakwah II ( 
Kec. 
Tamalate, 
Mamajang, 
Mariso ) 
Tumaruddin Ketua 6 Bidang 
Kaderisasi 
Drs. 
Ruangsah 
Irwan Waji 
A Harianto 
Malik Abd 
Azis 
Fathullah 
Ketua 
 
 
Anggota 
Anggota 
 
Anggota 
3 Bidang 
Pembinaan 
Cabang 
Dakwah III ( 
Kec. 
Panakukan, 
Manggala ) 
Hamsah, ST Ketua 7 Bidang 
Pembangunan 
Keummatan 
H.M. Iqbal 
Abd. Djalil,Lc 
Andi Hadi 
Ibrahim, S.S, 
MA 
Hj. Aida M Siri 
Ammar Munir, 
Lc, M. Th.i 
Ahmad 
Rasyid, S.Ag 
Ketua 
 
 
Anggota 
 
 
Anggota 
 
Anggtota 
 
 
Anggota 
4 Bidang 
Pembinaan 
Cabang 
Dakwah IV ( 
Kec. Tallo, 
Bontoala, 
Wajo, Ujung 
Tanah 
Zainuddin Ketua 8 Bidang 
Kepanduan dan 
Olahraga 
Wahyuddin 
Hasrullah 
Jumainah 
Adzaninah 
Ketua 
Anggota 
Anggota 
Sumber : Kantor DPD PKS Kota Makassar 
  
 
 
BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Partai keadilan sejahtera adalah partai kader yang berideologi islam, 
bahkan bisa dikatakan bahwa PKS adalah satu-satunya partai kader murni 
yang ada di indnesia, dimana kadernya yang duduk di bangku DPR maupun 
DPRD merupakan kader asli binaan PKS yang telah melalui proses panjang 
dalam jenjang kaderisasi PKS, tidak heran jika kekuatan utama PKS berada 
pada pergerakan kadernya yang militant. Sebagai partai islam yang juga 
partai dakwah, PKS menjadikan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat 
sebagai program utama partai. 
5.1 Peluang PKS pada pemilihan anggota DPRD di kota Makassar 
Untuk mengetahui bagaimana peluang PKS pada pemilu anggota 
DPRD di kota Makassar pada tahun 2014, terlebih dahulu kita harus 
mengetahui bagaima kekuatan dari PKS dan seperti apa strategi politik 
yang dilakukan PKS dalam pemilu tahun 2014, hal ini menjadi penting 
karena kekuatan dan strategi PKS inilah yang akan menentukan 
bagaimana peluang PKS pada pemilu tahun 2014 di kota Makassar. 
  A. Kekuatan Partai Keadilan Sejahtera 
Dalam rangka merebut hati dari masyarakat setiap partai politik 
diharuskan untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memanfaatkan 
kekuatan-kekuatan yang mereka miliki tidak terkecuali PKS. Sebagai 
partai kader PKS tentunya mengharapkan kerja keras dari seluruh 
kadernya untuk dapat memenangkan pemilu sesuai target yang telah 
ditetapkan. Hal ini di pertegas oleh ketua DPD PKS Kota Makassar 
Hasan Hamido S.Pd, M.Si : 
Yang menjadi Kekuatan PKS pada pemilu legislatif adalah 
“yang pertama infrastruktur Partai, terus yang kedua supporting 
seluruh kader-kadernya, untuk ukuran Makassar itu cukup untuk bisa 
mendapatkan target” 36 
 
a. Loyalitas dan militansi Kader 
Sebagia salah satu partai kader terbesar di Indonesia, 
loyalitas dan militansi kader PKS tidak perlu di ragukan lagi, 
bahkan loyalitas dan militansi kader inilah yang akan menjadi 
kekuatan inti PKS dalam menghadapi setiap pemilu. Militansi dan 
loyalitas yang diperlihatkan oleh kader PKS tidak terlepas dari 
sistem kaderisasi partai yang sistematis dan terstruktur. Setiap 
jenjang kader PKS dalam pengkaderan inilah yang akan 
membentuk pribadi kader PKS menjadi loyal dan militant terhadap 
perjuangan partai. 
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PKS sebagai partai islam dan partai dakwah, PKS memiliki 
sistem pengkaderan yang berbasis tarbiyah. Hal ini diungkapkan 
langsung oleh ketua umum DPD PKS kota Makassar dan Ketua 
DPC PKS biringkanaya. 
“Sistem Pengkaderan PKS itu, ada dalam bentuk kegiatan-
kegiatan tarbiyah, disinilah mereka itu dikader, disinilah 
mereka diberdayakan dan disinilah mereka dipahamkan 
terkait keterlibatan mereka di PKS”37 
 
Dari pernyataan diatas, membenarkan bahwa inti dari 
pengkaderan PKS ada dalam sistem tarbiyah. Kata terbiyah 
memiliki tiga akar kata, yaitu raba-yarbu ( bertambah dan 
berkembang ), rabiya-yarba ( tumbuh dengan alami ), dab rabba-
yarubbu ( memperbaiki dan meningkatkan ). Dari tiga arti bahasa di 
atas dapat disimpulkan bahwa tarbiyah adalah proses perubahan 
manusia menuju kondisi yang lebih baik, sehingga dapat terwujud 
pada dirinya syaksiyah islamiyah mutakamilah    ( kepribadian 
islam yang sempurna ).38 
Sistem tarbiyah adalah sistem kaderisasi inti dari PKS, 
dalam tarbiyah inilah kader-kader PKS dibina dan dibentuk menjadi 
sosok kader yang militant dan loyal kepada partai, hal ini 
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38 Buletin Ar-Rahmah. Yayasan Ar-Rahmah Sulawesi. Edisi : 782 
dikarenakan kader-kader PKS di didik dengan menggunakan 
kurikulum yang diterbitkan oleh PKS sendiri. Langkah awal yang 
dilakukan PKS dalam sistem kaderisasinya adalah pembinaan 
pribadi, pembinaan pribadi kader PKS mampu memberikan 
keterampilan-keterampilan pribadi kader maupun interaksi antara 
kader. Pembinaan pribadi kader sangat penting dalam proses 
dakwah PKS, sebab PKS memandang bahwa proses dakwah 
parlemen hanya bisa dilakukan dengan Pribadi yang bersih dan 
shaleh. Jika jiwa pribadi bersih dan shaleh maka secara otomatis 
dakwah yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Langkah 
selanjutnya setelah melakukan pembinaan pribadi kader adalah 
pembinaan keluarga, ini juga sangat penting dan saling 
berhubungan sebab dengan membentuk pribadi yang bersih dan 
shaleh menjadikan kunci dalam membentuk keluarga yang shaleh, 
dan dari keluarga shaleh yang terbentuk inilah yang akan 
membentuk masyarakat yang islami. 
Selain sistem kaderisasi, ideologi partai juga merupakan 
salah satu faktor yang menjadikan kader PKS loyal dan militant 
terhadap perjuangan partai.  Ideologi islam yang dianut PKS dapat 
menjadi pilar-pilar dan dasar perjuangan para kader PKS. Islam 
secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus 
positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan 
dengan entitas politik lainnya.39 Disisi lain dengan menjadikan 
islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PKS 
berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-
subyektif aktivitas politik adalah ibadah, yang apabila bertujuan 
untuk kemaslahatan ummat, didasarkan pada niat yang iklas untuk 
mencari ridho Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara 
yang baik dan terpuji, maka aktifitas politik menjadi ibadah yang 
bernilai Amal Shalih40, jadi tidak heran jika kader-kader PKS 
berjuang dengan sekuat tenaga dalam memperjuagkan partainya, 
sebab mereka meyakini apa yang mereka lakukan dan 
perjuangkan adalah semata-mata untuk kemaslahatan ummat, dan 
merupakan ibadah kepada Allah SWT. 
b. Infrastruktur Partai 
Selain militansi dan loyalitas kadernya, salah satu kekuatan 
PKS lainnya adalah infrastruktur partai. infrastruktur yang dimaksud 
adalah kepengurusan partai sampai pada tingkat kecamatan dan 
kelurahan-kelurahan  yaitu DPC ( Dewan Pengurus Cabang ) PKS 
yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan di kota 
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Makassar. Infrastruktur inilah yang akan bergerak dan berjuang 
untuk melakukan konsolidasi dari bawah yaitu dari tingkat 
kecamatan dan kelurahan-kelurahan, peran infrastruktur ini juga 
tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab infrastruktur inlah yang 
akan menjadi poros perjuangan dan menjadi nadi PKS dalam 
upaya mencapai target pada pemilu. Bahkan infrastruktur partai ini 
bisa jadi sangat menentukan bagaimana hasil suara yang akan 
diperoleh PKS. 
Kekompakan infrastruktur PKS inilah yang akan menjadi 
cerminan kekuatan PKS, semakin kompak dan solid infrastruktur 
PKS, maka akan semakin besar kekuatan PKS, dalam hal ini 
kekompakan para pengurus PKS telah mereka buktikan dengan 
seringnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka 
sosialisasi pemilu 2014, dan acara yang dilakukan pengurus PKS 
tersebut selalu ramai, hal ini membuktikan bahwa infrastruktur-
infrastruktur PKS benar benar kompak dan solid dalam 
menghadapi pemilu tahun 2014, maka menarik untuk melihat 
bagaimana hasil kerja keras para pengurus PKS ini dalam 
menggapai target PKS pada pemilu anggota DPRD  yaitu menjadi 
pemenang kedua di kota Makassar. 
c. Pihak Eksternal dan Sayap partai 
Selain mengandalkan kader dan infrastruktur, PKS juga 
memiliki kekuatan lainnya yaitu dari kalangan eksternal partai yang 
terbentuk menjelang pemilu walikota Makassar, hal ini disebutkan 
oleh Asdar, ketua DPC PKS biringkanaya. 
Yang menjadi kekuatan PKS pada pemilu 2014 adalah 
“kekuatan kader, ada juga dari eksternal pilwali yang 
terbentuk sekarang, yang jika terus dipertahankan maka, 
akan memperoleh hasil yang signifikan”.41 
 
Ada beberapa pihak eksternal PKS yang bergerak pada 
pemilu walikota Makassar tahun 2013, pada pilwalkot Makassar 
PKS mengusung pasangan Tamsil Linrung dan Das’ad Latief, pada 
saat itu ada banyak pihak eksternal partai atau tim sukses yang 
terbentuk diantaranya adalah HIPKI, Solata Community, Tim 
Mawar, Sahabat Tamsil, Buruh Se-Kota Makassar, Makassar 
Kreatif, 86 Community, Latimojong Tim, dan Petarung 
(Persaudaraan Tamsil Linrung) dan Dukungan lainnya dari 
berbagai macam ormas seperti KAMMI, HMI, Wahdah Islamiyah, 
Kerukunan Masyarakat Pinrang, KOMPAK Pangkep, Dukungan 
Akademisi Seperti Prof. Halide, Prof. Mansur Ramli, Pengusaha 
Besar seperti H. Nasrun, Aksa Mahmud, dll. Itu menjadi modal 
besar sehing pak Tamsil Linrung menjadi ini bagian dari Tim 
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Pemenangan inti dari berbagai macam perjuangan Selam 3 Bulan 
terakhir. Jika hal ini terus dipertahankan bukan tidak mungkin akan 
menjadi kekuatan besar bagi PKS pada pemilu anggota DPRD di 
Kota Makassar. 
Kekuatan dari pihak eksternal ini tentu akan sangat 
membantu PKS dalam mencapai target yang telah disepakati 
melalui musyawarah daerah, sesuai dengan hasil musyawarah 
daerah target PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar adalah 
menjadi pemenang kedua. Dengan adanya target tersebut maka 
akan menjadi acuan bagi para kader dan relawan-relawan PKS 
untuk berjuang secara militan dan berusaha untuk mencapai target 
tersebut.  
Sebagai partai islam dan partai Dakwah, selain eksternal 
yang kuat PKS identik dengan kadernya yang muda dan militant, 
hal ini dikarenakan PKS aktif melakukan tarbiyah di lingkungan 
kampus-kampus, di lingkungan kampus inilah PKS berhasil 
menjaring para kadernya yang rata-rata masih berusia muda yang 
notabene adalah mahasiswa. KAMMI sering disebut-sebut sebagai 
salah satu organisasi sayap PKS, dan bukan menjadi rahasia lagi 
jika banyak kader PKS adalah alumni atau berasal dari KAMMI, 
bahkan dalam bukunya yang berjudul Dilema PKS: Suara dan 
Syariah Burhanuddin Muhtadi menuliskan bahwa Berdasarkan 
survei internal antarkader KAMMI, mayoritas aktivis setuju 
mendirikan partai. Akhirnya, pada 20 Juli 1998, berdirilah Partai 
Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera).42 Meski sejumlah 
tokoh KAMMI berkontribusi penting dalam pembentukan PK, 
organisasi KAMMI tetap berdiri terpisah, tanpa hubungan formal 
dengan partai. PK dan KAMMI hanya mengakui mereka 
mempunyai hubungan ideology, budaya, dan Sosial.43 Meski 
hubungannya tidak Formal, namun ikatan antara PKS dan KAMMI 
sangat kental, hal ini dikarenakan KAMMI sering sdisebut-sebut 
sebagai sayap PKS, hal ini dibuktikan dengan banyaknnya aktivis 
KAMMI yang merintis karier politiknya di PKS, apalagi beberapa 
alumni KAMMI memegang posisi kunci dalam struktur partai di 
PKS. KAMMI dalam konstitusinya tidak pernah 
menjadi sayap partai manapun, itu independensi yang cukup jelas 
dalam konstitusi KAMMI. Namun KAMMI secara lembaga tidak 
melarang kadernya untuk aktif dan menjadi bagian dari salah satu 
partai politik. 
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B. Strategi Partai Keadilan Sejahtera 
Selain kekuatan yang dimiliki, strategi juga merupakan faktor 
pendukung lahirnya peluang pada pemilu, Strategi politik adalah hal 
yang mutlak dan harus dimiliki setiap partai politik dalam upaya untuk 
memenangkan pemilu. Sama halnya dengan senjata dalam 
menghadapi sebuah pertarungan, maka strategi  juga sangat penting 
untuk mendukung dan membuka peluang dalam memenangkan 
sebuah pertarungan. Tanpa adanya strategi yang baik, maka peluang 
untuk memenangkan sebuah pertarungan juga akan semakin kecil.  
Pada  pemilu 2014 di kota Makassar, dapat dipastikan bahwa 
setiap partai politik memiliki strategi masing-masing untuk menarik 
simpati dari masyarakat, semakin banyak simpati yang mereka terima 
dari masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk 
memenangkan pemilu. Pemilu tahun 2014 nanti dapat dijadikan ajang 
pertunjukan dan persaingan strategi setiap partai politik dalam usaha 
untuk mencapai tujuan partainya. Ada beberapa strategi politik yang 
dilakukan PKS pada pemilu tahun 2014, diantaranya adalah 
mendekatkan diri kepada masyarakat, dan ideology islam yang dimiliki 
sebagai dasar perjuangan partai. 
a. Pelayanan kepada masyarakat 
PKS sebagai partai dakwahpun memiliki strategi yang akan 
digunakan pada pemilu 2014 nanti di kota Makassar. salah satu 
strategi yang digunakan PKS adalah pelayanan terhadap 
masyarakat, seperti yang diutarakan ketua DPD PKS kota 
Makassar berikut. 
“strategi Politik PKS lebih berorientasi pada pelayanan, 
membangun komunikasi, aktif berkomunikasi dengan 
masyarakat, dan kita juga siap menerima atau dalam hal ini, 
PKS siap membuktikan diri sebagai partai yang siap 
mendengar apa masukan-masukan masyarakat”.44 
 
Untuk mendukung strategi politik PKS, tentunya dibutuhkan 
kerja keras dari setiap infrastruktur partai dari tingkat pusat sampai 
tingkat daerah, kecamatan maupun tingkat kelurahan. Hal inipun 
didukung oleh ketua DPC PKS biringkanaya sebagai berikut. 
“yang jelas kita sudah melaunching terbuka dengan jargon 
sekarang cinta, kerja, dan harmoni, itulah yang akan 
menjadi strategi PKS dan tidak lagi terfokus pada masjid”45 
 
Dari penyataan diatas mejelaskan bahwa dengan jargon 
baru PKS yang bertajuk cinta, kerja, dan harmoni inilah yang akan 
menjadi symbol strategi PKS dalam memenangkan pemilu 2014. 
Dalam pernyataan diatas juga menjelaskan bahwa PKS sebagai 
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partai islam mampu bertranformasi sebagai partai yang terbuka 
dan merekrut kader dari kalangan non-muslim sekalipun.   
Dengan mengandalkan strategi politik dalam bentuk 
pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut berupa 
program-program yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada 
masyarakat. Seperti yang diungkapkan ketua DPD PKS kota 
Makassar. 
 “programnya itu adalah pelayanan, dengan berbagai 
macam jenis kegiatan, pelayanannya itu bisa berorientasi 
pada pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, maupun 
pelayanan dalam sisi keagamaan” 46 
Dari penyataan ketua DPD PKS di atas dapat diketahui 
bahwa pelayanan yang dilakukan PKS bermacam-macam, mulai 
dari pelayanan social, pendidikan dan dalam sisi keagamaan. Pada 
pelayanan social, PKS telah membuktikannya dengan seringnya 
kader-kader PKS turun dan ikut membantu para korban bencana 
alam dengan cara mendirikan posko-posko bantuan di daerah-
daerah yang terkena bencana, hal ini mereka lakukan untuk 
membuktikan bahwa PKS merupakan partai pro rakyat dan peduli 
terhadap rakyat. Begitupun pada pelayanan dalam sisi keagamaan, 
sebagai partai dakwah tentu saja PKS tidak akan pernah 
kehabisan stok ustadz atau penceramah-pencerah, dalam kader-
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kader PKS turun langsung untuk melakukan ceramah-ceramah 
kepada mesyarakat. Selain ceramah-ceramah, kader perampuan 
PKS juga aktif dalam melakukan tarbiyah atau pengajian-pengajian 
dalam masyarakat 
Pelayanan-pelayan yang dilakukan PKS semata-mata untuk 
bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa PKS adalah benar-
benar partai yang dapat menjadi tempat aspirasi mereka dan 
menjadi partai yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Oleh karena 
itu PKS bekerja untuk mendapatkan followers bukan voters dan 
mencari kader bukan memilih. 
b. Ideologi Islam 
Sebagai partai yang berideologi islam, PKS juga bisa 
menjadikan ideology islamnya sebagai salah satu kekuatan dalam 
menghadapi pemilu tahun 2014 nantinya. PKS sebagai entitas 
politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, 
asas, dan moralitas islam untuk mencapai tujuan terwujudnya 
masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat, 
bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif 
berjuang untuk mencapai cita-cita nasional.47  
PKS sangat terkenal dengan ideology islamnya yang kental, 
bahkan PKS mengaku bahwa peran ideology islamnya sangat 
besar dalam pemilu 2014 di kota Makassar. 
Pengaruh ideology PKS pada pemilu 2014 “sangat kuat, 
karena kita melihat bahwa mayoritas penduduk kota 
Makassar adalah orang-orang agamais, ini menjadi daya 
dorong tersendiri untuk mampu mengambil suara besar dari 
umat islam itu”.48 
 
Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bagaimana ideology yang 
dianut PKS dapat menjadi kekuatan dan daya dorong dalam upaya 
mencapai target pada pemilu 2014 di kota Makassar. seperti diketahui 
bahwa ideology inilah yang terus dipertahankan dan di perjuangkan 
PKS sekaligus menjadi kekuatan dalam setiap gerakan-gerakan yang 
dilakukan PKS. Hal ini tidak lepas dari anggapan para kader PKS yang 
menganggap Politik adalah sebuah ibadah, yang dimana jika 
dilakukan dengan baik dan benar demi kemaslahatan ummat, maka 
akan beriali ibadah di sisi Allah Subhanahu Watala. Hal ini menjadi 
cukup menarik mengingat dewasa ini masyarakat sering menganggap 
politik itu kotor. 
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Ideologi Islam sebagai strategi PKS, akan menjadi boomerang 
balik jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang baik dan benar 
kepada masyarakat. PKS harus berhati-hati, sebab bisa saja ideology 
PKS dapat menjadi ancaman pada pemilu nanti, sebab kita lihat 
menjelang pemilu 2014, terjadi beberapa kasus yang dapat 
menjadikan partai-partai islam terpuruk, termasuk PKS yang sedang 
diguncang oleh kasus korupsi suap import daging sapi yang dilakukan 
oleh mantan presidennya Luthfi Hassan ishaq. Hal ini tentu akan 
membawa dampak buruk bagi citra PKS, saat masyarakat banyak 
melihat kasus tersebut yang sempat menjadi headline di media-media, 
dampaknya tentu akan membuat masyarakat trauma bahkan terjadi 
krisis kepercayaan terhadap partai islam. Tetapi, jika PKS dapat 
melalui itu semua, bukan tidak mungkin PKS akan merubah ancama 
tersebut menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan pemilu nanti. 
5.2 Tantangan PKS pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar 
Pemilu tahun 2014 di kota Makassar merupakan ajang pembuktian 
bagi setiap partai politik yang bertarung pada pemilu, hal ini dikarenakan 
keinginan partai politik untuk menguasai kota Makassar dan menjadikan 
ibukota provinsi Sulawesi selatan ini sebagai basis daerah 
pendukungnya. Namun, untuk memenangkan pemilu di kota Makassar 
tentu saja tidak mudah, selain harus menghadapi pesaing-pesaing yang 
kuat sesama partai politik, parpol juga akan dihadapkan dengan 
tantangan-tantangan lainnya baik masalah eksternal, maupun masalah 
internal partai tersebut. 
PKS sebagai salah satu partai peserta pemilu, PKS juga tidak 
terlepas dari masalah-masalah yang akan menjadi tantangannya 
menjelang pemilu nanti. Seperti yang dipaparkan ketua DPD PKS melalui 
wawancara tentang tantangan yang akan dihadapi PKS pada pemilu di 
kota Makassar sebagai berikut : 
“Hambatan itu pertama dari sisi modal, modal dalam bentuk 
finansial, yang kedua pragmatisme masyarakat, siapa saja bukan 
hanya PKS, partai apa saja kalau datang ingin menawarakan 
sesuatu pada masyarakat, masyarakat itu sudah terpola bahwa 
anda mau memberi kami apa?, dan pertanyaan memberi itu bukan 
sebuah ide atau gagasan yang mereka minta, tapi yang meraka 
minta  kebayakan adalah dalam bentuk material  seperti uang, 
sembako dst. Ini yang menjadi tantangan besar kita,…”49 
 
Dari pernyataan ketua DPD PKS di atas, dapat kita lihat bahwa 
tantangan utama PKS pada pemilu 2014 adalah masalah prilaku pemilih 
di kota Makassar dan kendala financial 
A. Prilaku Pemilih di kota Makassar 
Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dapat dikatakan 
bahwa prilaku politik masyarakat yang ada di kota Makassar sudah 
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cenderung rasional, namun, tidak dapat di pungkiri juga bahwa masih 
banyak di antaranya yang masi bersifat pragmatis. Prilaku inilah yang 
akan menjadi tantangan bukan hanya untuk PKS, namun  setiap partai 
politik akan menghadapi hal ini, dimana masyarakat tidak semua 
menggunakan hak pilihnya secara rasional dengan melihat program-
program yang ditawarkan partai, namun melihat dari sisi materialnya, 
yaitu seberapa besar uang atau sembako yang diberikan untuknya. 
Perilaku memilih inilah yang menjadi masalah sekaligus tantangan 
bagi PKS dan partai lainnya dalam upaya mendidik masyarakat agar 
tidak lagi berorientasi pada sisi materi tersebut, sebab salah satu 
fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada 
masyarakat.  
Prilaku politik dalam masyarakat memang selalu menjadi 
tantangan tersendiri bagi setiap peserta pemilu, seperti yang telah di 
ungkapkan ketua DPD PKS di atas bahwa, masyarakat saat ini 
memang lebih menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis dan 
sementara, misalnya meminta sembako dan uang kepada peserta 
pemilu, hal ini tentu akan mencederai tujuan awal pemilu yaitu 
mensejahterakan rakyat melalui program-program yang ditawarkan 
parpol peserta pemilu. Tantangan inilah yang kemudian akan dihdapi 
PKS pada pemilu 2014 di kota Makassar, PKS dan partai politik 
lainnya diharapkan mampu memberikan solusi terhadap setiap 
masalah pada masyarakat berupa ide dan gagasan dan memberikan 
pendidikan politik yang baik kepada masyakat agar praktek money 
politic dapat dihilangkan. Seperti yang dikatakan ketua DPD PKS kota 
Makassar. 
“…jika pendidikan politik sudah berjalan ditengah-tengah 
masyarakat, uang itu sedikit demi sedikit pengaruhnya sudah 
mulai bergeser, yang dibutuhkan suatu saat nanti adalah apa 
ide dan gagasan sebuah partai…”50 
 
Dengan penjelasan tersebut timbul sebuah harapan agar politik 
kedepannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya dan 
dapat terhindar dari praktek politik yang kotor seperti money politic dan 
praktek curang lainnya yang dapat merugikan masyarakat.  
 
B. Kurangnya peran pemerintah terhadap partai politik 
Masalah financia l merupakan salah satu tantangan yang akan 
dihadapi PKS pada pemilu tahun 2014 di kota Makassar. Masalah 
dana memang sering kali dialami oleh partai politik dalam rangka 
untuk tetap eksis di kanca perpolitikan, apalagi biaya politik yang 
cukup tinggi dan tidak sebanding dengan belanja-belanja politik yang 
dilakukan partai, hal ini tentu membuat partai politik untuk bekerja 
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keras dalam memaksimalkan dana yang mereka miliki, terlebih lagi 
kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan partai politik 
seperti yang di jelaskan ketua DPD PKS berikut : 
“…tantangan berikutnya itu adalah ketidak jelasan dari pihak 
pemerintah terkait dengan dukungan keberadaan partai politik, 
pemeritah tidak memberikan optimalisasi budget kapada partai, 
karena politik adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan 
bernegara seharusnya pemerintah ini memperhatikan  termasuk 
dalam hal ini mengatur budgeting/anggaran partai…”51 
 
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa partai politik 
membutuhkan kejelasan sikap dari pemerintah dalam hal anggaran 
untuk mendukung keberadaan partai politik mengingat partai politik 
adalah bagian dari kehidupan berbangsa di era demokrasi modern 
seperti saat ini. Dalam upaya untuk memajukan dan menghidupkan 
partai politik di tengah persaingan seperti sekarang ini memang 
membutuhkan banyak bantuan dan dukungan dari pihak pemerintah. 
Tantangan inilah yang akan membuat PKS harus bekerja ekstra keras 
pada pemilu tahun 2014 di kota Makassar, PKS harus mampu 
memaksimalkan dana yang dimilikinya untuk mencapai targetnya pada 
pemilu di kota Makassar. 
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C. Kompetisi Partai  
Selain perilaku pemilih dan anggaran hal lain yang akan 
menjadi tantanga PKS adalah persaingan setiap partai politik peserta 
pemilu yang sangat ketat. Sudah dapat dipastikan bahwa pemilu tahun 
2014 di Makassar adalah ajang pembuktian partai politik mana yang 
terkuat dan mampu untuk menguasai ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan. Namun, untuk dapat menguasai kota Makassar sangat tidak 
mudah untuk dilakukan oleh setiap peserta pemilu termasuk PKS, ada 
banyak pesaing yang juga berhasrat untuk menguasai suara di kota 
Makassar, dalam hal ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi PKS 
dalam upaya mencapai targetnya pada pemilu di kota Makassar, para 
pesaing PKS seperti partai Golkar, Demokrat, PDI-P, PAN, dan partai-
partai lainnya akan siap untuk bersaing. 
PKS pada pemilu tahun 2009 di kota Makassar, hanya berada 
di urutan ke-4 di bawah Partai Golkar, Demokrat, dan PDK. PKS 
berhasil memperoleh 5 kursi pada pemilu tingkat DPRD kota 
Makassar.  pada pemilu tahun 2014 peluang PKS dalam mencapai 
targetnya masih terbuka dengan syarat PKS harus mampu 
menunjukkan eksistensi dan mampu untuk bersaing dengan partai-
partai lainnya. Persaingan akan terasa cukup berat bagi PKS 
mengingat dipastikan setiap partai politik peserta pemilu akan ikut 
berbenah dan menghimpun seluruh kekuatan partai yang dimilikinya 
dan siap untuk mencegah PKS dalam mencapai targetnya, oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa partai yang paling siap dan 
benar-benar kuatlah yang akan menguasai kota Makassar. 
Jalan partai politik untuk dapat bersaing dalam perebutan suara 
pada pemilu di kota Makassar, salah satunya adalah mempersiapkan 
tokoh-tokoh terbaik yang dimilikinya untuk bersaing dengan tokoh 
partai lainnya mengingat pemilihan anggota DPRD merupakan 
pemilihan tokoh. Pada persaingan tokoh ini PKS berharap mampu 
untuk menyaingi tokoh dari partai lain yang sudah cukup matang dan 
familiar di masyarakat, inilah yang menjadi tantangan PKS untuk 
mensosialisasikan tokoh partainya melihat bahwa beberapa partai 
lainnya sudah cukup matang dan berpengalaman. Seperti yang 
diungkapkan Asdar ketua DPC PKS biringkanaya berikut.  
 “Sekarang kan sistemnya itu suara terbanyak, semua parpol itu 
sudah matang. Kita bersaing di tataran caleg itu karena 
sistemnya kan begitu, bukan partai yang dipilih tapi orangnya, 
nah figur-figur ini yang dipilih orang”52 
 
Untuk bersaing dengan partai lain, PKS memang lebih 
mengedepankan kualitas caleg ketimbang popularitasnya, hal ini 
dibuktikan oleh pola rekrutmen caleg PKS yang mengutamakan 
                                                             
52 Wawancara dengan ketua DPC PKS biringkanaya pada tanggal 23/07/2013 
kadernya yang telah di bina melalui proses pengkaderan ketat yang 
tentunya akan menghasilkan kader yang berkualitas namun disisi lain 
masih kurang popular jika dibandingkan dengan partai lain yang 
menggunakan  cara instan dengan merekrut artis atau tokoh yang 
memiliki tingkat popularitas lebih tinggi. Dengan kata lain persaingan 
tokoh inilah yang akan menjadi tantangan PKS, bagaimana PKS 
membuktikan kepada masyarakat bahwa kadernya memang memiliki 
kualitas untuk dipilih pada pemilu, apalagi target PKS pada pemilu 
2014 di kota Makassar adalah menjadi pemenang kedua sesuai 
dengan hasil musyawarah daerah. Tentu target ini tidak mudah untuk 
dicai dan harus dengan kerja keras mengingat pesaing PKS juga tentu 
menginginkan hasil yang maksimal pada pemilu 2014 di kota 
Makassar. 
 
 
 
 
 
BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Dari pembahasan diatas mengenai peluang dan tantangan Partai 
Keadilan Sejahtera pada pemilu anggota DPRD di kota Makassar sesuai 
dengan rumusan masalah penelitian, ada beberapa hal yang dapat 
disimpulkan penulis yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana peluang PKS pada pemilu tahun 2014 
di kota Makassar, maka kita harus melihat bagaimana kekuatan PKS 
dan seperti apa strategi yang dilakukan PKS dalam menghadapai 
pemilu tahun 2014 dikota Makassar 
2. Kekuatan utama PKS ada pada loyalitas dan militansi kadernya, 
loyalitas dan militansi kader PKS diperoleh dari sistem kaderisasi 
partai yang berbasis Tarbiyah. Pada sistem tarbiyah inilah kader-kader 
PKS dipahamkan tentang ideologi perjuangan partai yang akan 
diperjuangkan secara bersama-sama. Selain memiliki kader yang 
loyal, PKS juga memiliki infrastruktur partai, pihak eksternal dan 
Organisasi sayap Partai. 
3. Strategi politik PKS pada pemilu di kota Makassar adalah 
mendekatkan diri kepada masyarakat dengan berorientasi pada 
pelayanan masyarakat, pelayanan yang berikan PKS berupa program 
dengan berbagai jenis kegiatan pelayanan, seperti pelananan social, 
pendidikan, maupun pelayanan pada sisi keagamaan. Selain itu 
strategi lain PKS adalah dengan memaksimalkan ideology islam yang 
dimiliki mengingat mayoritas warga Makassar adalah umat muslim. 
4. Adapun yang menjadi tantangan bagi PKS pada pemiliha umum di 
kota Makassar adalah masih kurangnya dukungan pemerintah 
terhadap keberadaan partai politik mengenai masalah financial, prilaku 
pemilih di kota Makassar yang cenderung masih merupakan pemilih 
yang Pragmatis, dan persaingan partai-partai peserta pemilu yang 
semakin ketat di kota Makassar. 
6.2 Saran 
Selain kesimpulan yang ada di atas, penulis juga ingin memberikan 
beberapa saran terkait kekuatan dan strategi politik PKS pada pemilu di 
kota Makassar, yaitu sebagai berikut :  
1. Sebagai Partai yang berideologi islam, meskipun PKS telah 
menyatakan untuk terbuka dalam merekrut kader dan tidak terfokus 
lagi pada masjid-masjid, PKS hendaknya tetap mempertahankan 
ideologi islam sebagai dasar yang telah diperjuangkan selama ini dan 
tidak mengarah pada partai pragmatis yang semata-mata hanya 
mengincar suara tanpa jelas arah perjuangan partainya. 
2. Meskipun diakui bahwa saat ini partai-partai islam tengah terpuruk 
dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan miring yang dapat 
merusak citra partai-partai islam, PKS harus tetap solid dalam 
menghadapi masalah tersebut, dan membuktikan kepada masyarakat 
bahwa PKS adalah partai yang bersih dan benar-benar bekerja dan 
melayani masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. 
3. Pada pemilu tahun 2014, PKS diharapkan mampu menjaga dan 
mengangkat citra partai politik di masyarakat terutama dangan partai-
partai islam, mengingat banyaknya kader partai islam yang terjerat 
kasus termasuk PKS. Tugas PKS adalah memulihkan kembali citra 
partai islam dengan cara bekerja dengan baik dan membuktikan 
kepada masyarakat bahwa PKS benar-benar partai yang bersih. 
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MUQADDIMAH 
 
Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan 
dalam waktu lebih lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. 
Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, 
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 
Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa 
yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit 
Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktatorisme di Indonesia. Orde Baru 
muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan 
tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde 
Lama. Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya 
untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan 
digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan 
rakyat. 
 
Reformasi Nasional pada hakikatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai 
kemerdekaan, keadilan dan Sejahtera bagi bangsa Indonesia dari perjuangan 
panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad. Demokratisasi menjadi tulang 
punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam 
keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuk sebuah partai 
politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan 
menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.  
 
 
BAB 1  
NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI 
 
Pasal 1  
Nama dan Pendirian 
 
Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera. Didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, 
tanggal 9 Jumadil Ula 1423 H bertepatan dengan tanggal 20 April 2002 M.  
 
Pasal 2 
Asas 
Islam.  
 
Pasal 3 
Kedudukan 
1.    Pusat Partai berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.  
2.    Pusat partai dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas keputusan Majelis Syuro.  
3.    Partai dapat membuka cabang-cabang di seluruh wilayah hukum negara Republik  
4.    Indonesia dan perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia.  
 
Pasal 4  
Lambang 
Gambar dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus ditengah berwarna kuning 
emas dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka'bah. 
Di bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan bagian dalam kotak Ka'bah tertulis 
SEJAHTERA berwarna kuning emas.  
Bab 2  
TUJUAN DAN USAHA 
 
Pasal 5  
Tujuan 
Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Da'wah yang bertujuan mewujudkan 
masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah Subhanahu Wata'ala, dalam 
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  
 
Pasal 6  
Usaha 
Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakanlah hal-hal sebagai berikut :  
1.    Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.  
2.    Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.  
3.    Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan 
tuntutan masa mendatang.  
4.    Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan 
nilai-nilai Islam.  
5.    Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa .  
 
 
 
Bab 3 
KEANGGOTAAN 
 
Pasal 7  
Keanggotaan 
Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai.  
 
Bab 4 
STRUKTUR ORGANISASI 
 
Pasal 8  
Struktur Organisasi 
Organisasi tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut  
1.    Majelis Syuro  
2.    Majelis Pertimbangan Partai.  
3.    Dewan Syari'ah Pusat  
4.    Dewan Pimpinan Pusat  
5.    Lembaga Kelengkapan Partai  
 
Pasal 9  
Masa Jabatan Pimpinan 
Batas maksimal jabatan Ketua Majelis Syuro, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, 
Ketua Dewan Syari'ah Pusat dan Ketua Umum Partai adalah 2 (dua) periode.  
 
Pasal 10 
Akhir Masa Jabatan Pimpinan 
1.    Telah selesai menjalani masa jabatannya sesuai dengan masa kerja yang telah 
ditetapkan.  
2.    Apabila tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai Pimpinan 
Partai , maka Majelis Syuro hendaknya mempelajari kondisi tersebut dan mengambil 
keputusan yang sesuai. Jika terlihat bahwa penghentian Pimpinan Partai tersebut 
akan membawa maslahat bagi Partai, maka hendaknya Majelis Syuro mengadakan 
pertemuan khusus untuk itu. Dan keputusan penghentian Pimpinan partai tersebut 
harus mendapatkan persetujuan lebih dari dua pertiga anggota Majelis Syuro.  
3.    Apabila ada Pimpinan Partai mengajukan pengunduran dirinya, maka Majelis Syuro 
hendaklah mengundang anggotanya untuk mempelajari latar belakang pengunduran 
diri tersebut dan mengambil keputusan yang sesuai. Dan apabila yang bersangkutan 
mendesak mengundurkan diri maka pengunduran diri itu dapat diterima berdasarkan 
keputusan suara terbanyak secara mutlak anggota Majelis Syuro.  
4.    Apabila terjadi kevakuman pada jabatan ketua dan wakil ketua Majelis Syuro dalam 
waktu yang sama, maka Majelis Syuro melakukan pemilihan penggantinya.  
5.    Apabila Ketua Umum Partai meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka Majelis 
Pertimbangan Partai menunjuk salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat untuk 
mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Ketua Umum hingga Majelis Syuro 
menetapkan Ketua Umum baru.  
6.    Apabila Ketua Dewan syari'ah Pusat meninggal dunia, maka wakilnya mengambil alih 
seluruh wewenangnya hingga habis masa jabatannya.  
7.    Ketentuan lain yang terkait dan atau sejalan dengan pasal ini akan ditetapkan oleh 
Majelis Syuro Partai  
 
Bab 5  
MAJELIS SYURO 
 
Pasal 11 
Fungsi Majelis Syuro 
Majelis Syuro adalah lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai Lembaga Ahlul 
Halli wal-Aqdi Partai Keadilan Sejahtera.  
 
Pasal 12 
Anggota Majelis Syuro 
1.    Anggota Majelis Syuro terdiri dari sekurang-kurangnya tiga puluh lima orang yang 
dipilih melalui pemilihan raya yang melibatkan seluruh anggota kader inti partai.  
2.    Pemilihan anggota Majelis Syuro dilakukan melalui pemilihaan raya yang 
penyelenggaraannya dengan membentuk kepanitiaan oleh Majelis Syuro yang 
sekurang-kurangnya terdiri dari :  
1.    Seorang ketua berasal dari anggota Majelis Syuro.  
2.    Seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat.  
3.    Seorang sekretaris berasal dari Dewan Pimpinan Pusat.  
4.    Dan beberapa orang anggota.  
3.    Pengesahan dan pelantikan anggota Majelis Syuro terpilih dilakukan oleh Musyawarah 
Nasional.  
 
Pasal 13 
Tugas Majelis Syuro 
1.    Majelis Syuro bertugas menyusun Visi dan Missi Partai, ketetapan-ketetapan dan 
rekomendasi Musyawarah Nasional, dan memilih Pimpinan Pusat Partai serta 
keputusan-keputusan strategis lainnya.  
2.    Membentuk Majelis Pertimbangan Partai sebagai Badan Pekerja Majelis Syuro dan 
Dewan Syari'ah Pusat.  
 
Bab 6  
MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI 
 
Pasal 14 
Tugas Majelis Pertimbangan Partai 
Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis 
Syuro, dalam hal mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan 
Partai, Ketetapan-Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syuro dan 
Musyawarah Nasional.  
 
Bab 7  
DEWAN SYARI'AH 
 
Pasal 15 
Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat 
1.    Jumlah anggota Dewan Syari'ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis 
Syuro.  
2.    Ketua, Wakil Ketua dan beberapa orang anggota Dewan Syari'ah Pusat dipilih oleh 
Majelis Syuro dari anggotanya.  
3.    Dewan Syari'ah diberi wewenang membentuk struktur kepengurusan, mengangkat 
Mudir Idarah dan melengkapi keanggotaannya.  
 
Pasal 16 
Struktur dan Anggota Dewan Syari'ah Wilayah 
1.    Jumlah anggota Dewan Syari'ah Wilayah sekurang-kurangnya tiga orang.  
2.    Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Syari'ah Wilayah dipilih oleh Musyawarah 
Wilayah.  
3.    Struktur Dewan Syari'ah Wilayah sedapatnya mengikuti Dewan Syari'ah Pusat  
4.    Dewan Syari'ah Wilayah diberi wewenang melengkapi keanggotaannya dan 
mengangkat Mudir Idarah.  
 
Pasal 17 
Tugas Dewan Syari'ah 
Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan 
landasan syar'i terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan 
jawaban syar'i terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya 
serta masyarakat.  
 
Bab 8  
DEWAN PIMPINAN PUSAT 
 
Pasal 18 
Struktur Dewan Pimpinan Pusat 
Struktur Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan sebagai berikut  
1.    Ketua Umum  
2.    Sekretaris Jendral.  
3.    Bendahara Umum.  
4.    Departemen-departemen yang diperlukan.  
 
Pasal 19 
Tugas Dewan Pimpinan Pusat. 
Dewan Pimpinan Pusat adalah lembaga tanfiziyah partai pada tingkat pusat yang 
bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa kerja selama lima (5) 
tahun qomariyah.  
 
Bab 9  
STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH, DAERAH, CABANG DAN RANTING 
 
Pasal 20 
Organisasi Tingkat Wilayah 
1.    Organisasi Wilayah didirikan pada tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota 
propinsi.  
2.    Struktur Organisasi tingkat wilayah terdiri dari  
1.    Dewan Syari'ah Wilayah  
2.    Dewan Pimpinan Wilayah.  
3.    Besarnya lembaga atau badan-badan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 
wilayah.  
 
Pasal 21 
Organisasi Tingkat Daerah, Cabang Dan Ranting 
1.    Dalam lingkup organisasi tingkat wilayah didirikan organisasi Daerah pada tingkat 
kabupaten / kotamadya yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kotamadya.  
2.    Dalam lingkup organisasi tingkat Daerah didirikan organaisasi cabang dan dalam 
lingkup organisasi tingkat cabang pada tingkat kecamatan didirikan organisasi 
Ranting.  
3.    Struktur organisasi yang disebutkan ayat 1 dan 2 pasal ini disusun sesuai dengan 
Anggaran Rumah Tangga.  
 
Bab 10  
FORUM PENGAMBILAN KEBIJAKAN 
 
Pasal 22 
Musyawarah 
1.    Musyawarah adalah forum pengambilan kebijakan yang diselenggarakan oleh semua 
elemen struktural Partai Keadilan Sejahtera.  
2.    Jenis dan jenjang musyawarah diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan 
oleh Majelis Syuro.  
 
Pasal 23 
Musyawarah Nasional 
Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai Keadilan 
Sejahtera yang diselenggarakan oleh Majelis Syuro.  
 
Bab 11  
KEUANGAN 
 
Pasal 24 
Sumber Keuangan 
Keuangan partai terdiri dari sumber-sumber berikut :  
1.    Iuran rutin anggota.  
2.    Sumbangan dan hibah dari para anggota dan simpatisan  
3.    Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.  
 
Bab 12  
HUBUNGAN KEORGANISASIAN 
 
Pasal 25 
Hubungan dan Koalisi Partai 
1.    Ummat Islam Indonesia merupakan bagian dari ummat Islam sedunia. Partai Keadilan 
Sejahtera sebagai Partai Da'wah menyatakan dirinya merupakan bagian tak 
terpisahkan dari gerakan da'wah di berbagai kawasan dunia.  
2.    Untuk merealisasikan kemaslahatan ummat dan bangsa, Partai melakukan hubungan 
baik dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri.  
3.    Majelis Syuro adalah lembaga yang berwenang memutuskan koalisi partai dengan 
partai atau organisasi lain.  
 
Pasal 26 
Hubungan Antar Struktur 
Hubungan antar lembaga-lembaga partai tingkat pusat dan lembaga-lembaga partai 
tingkat pusat dengan lembaga-lembaga di bawahnya diatur dalam Anggaran Rumah 
Tangga.  
 
Bab 13  
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 27 
Perubahan Anggaran Dasar 
Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai berikut:  
1.    Permintaan perubahan berikut alasan-alasannya diajukan melalui mekanisme 
struktural kepada Majelis Syuro untuk dinilai kelayakannya.  
2.    Pengubahan dianggap sah bila disetujui oleh dua pertiga anggota Majelis Syuro.  
 
Pasal 28 
Ketentuan Anggaran Rumah Tangga 
1.    Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran 
Rumah Tangga.  
2.    Anggaran Rumah Tangga adalah tafsir dan penjabaran Anggaran Dasar yang 
direkomendasikan oleh Majelis Syuro.  
 
Pasal 29 
Pengesahan Anggaran Dasar 
1.    Anggaran Dasar ini disahkan oleh Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera 
berdasarkan Rapat Pendirian Partai tanggal 24 Maret 2002  
2.    Anggaran Dasar ini berlaku sementara sejak tanggal ditetapkan sampai 
diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pertama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anggaran Rumah Tangga 
 
 
 
 
 
 
BAB 1  
TAFSIR LAMBANG PARTAI 
 
Pasal 1  
Arti Lambang Partai 
 
Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut :  
1.    Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan dan keserasian.  
2.    Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah  
3.    Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam , dimensi waktu, keindahan, 
kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah.  
4.    Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan 
yang mewujudkan keejahteraan.  
 
Warna lambang partai memiliki arti sebagai berikut :  
1.    Putih berarti bersih dan kesucian.  
2.    Hitam berarti aspiratif dan kepastian.  
3.    Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan.  
 
Pasal 2  
Makna Lambang Partai 
Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan 
berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan 
dan kejayaan ummat dan bangsa.  
 
Bab 2  
SASARAN DAN SARANA. 
 
Pasal 3  
Sasaran 
Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut :  
1.    Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab 
berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.  
2.    Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah 
konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.  
Sasaran partai yang dimaksud ayat (1) pasal ini diupayakan dalam bingkai Kebijakan 
Dasar Periodik dan Agenda Nasional Partai Keadilan Sejahtera, yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ini.  
 
 
 
Pasal 4  
Sarana dan Prasarana 
Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan 
prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan 
umum, antara lain:  
1.    Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK yang 
dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan 
permasalahan-pernasalahannya.  
2.    Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, 
hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain 
sebagainya.  
3.    Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua 
kekuatan politik dan sosial.  
4.    Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai 
dengan tujuan partai.  
 
Bab 3  
KEANGGOTAAN 
 
Pasal 5  
Sistem dan Prosedur Keanggotaan 
Anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari :  
1.    Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap 
kegiatan kepartaian.  
2.    Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan 
kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penseleksian.  
3.    Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan 
dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.  
Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan keanggotaan 
partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.  
 
Bab 4  
MAJELIS SYURO 
 
Pasal 6  
Anggota Majelis Syuro 
1.    Syarat keanggotaan Majelis Syuro sebagai berikut :  
1.    Umur tidak kurang dari 30 tahun qomariyah  
2.    Telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota ahli Partai  
3.    Melaksanakan asas dan tujuan partai  
4.    Komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota  
5.    Berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sangsi dalam 3 tahun terakhir.  
6.    Berwawasan syar'i  
7.    Bersifat amanah dan berwibawa  
2.    Jika ada anggota Majelis Syuro berhalangan tetap maka majelis berhak mengangkat 
dan mensahkan pengantinya.  
3.    Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang 
dibutuhkan oleh Partai, terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan 
itu tidak lebih dari 15 % anggotanya.  
4.    Jika anggota Majelis Syuro telah dipilih, maka masing-masing mengucapkan janji 
setianya di hadapan Musyawarah Nasional, dengan bunyi sebagai berikut:  
'Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh pada syari'at 
Islam dan untuk berjihad di jalan-Nya, menunaikan syarat-syarat keanggotaan 
Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, melak sanakan tugas-tugas darinya dan 
untuk mendengar serta taat kepada pemimpinnya dalam keadaan lapang maupun 
sempit -selain untuk maksiat-, sekuat tenaga melaksanakannya. Dan saya 
bersumpah kepada Pengurus Majelis Syura untuk itu, dan Allah menjadi saksi atas 
apa yang saya ucapkan.  
 
Pasal 7  
Tugas Majelis Syuro 
1.    Memilih dan menetapkan Ketua majelis, Wakilnya dan Sekretaris Majelis dan 
menetapkannya sebangai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai.  
2.    Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Partai.  
3.    Memilih, dan menetapkan Ketua, Wakil dan Anggota Dewan Syari'ah Pusat  
4.    Memilih, dan menetapkan Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral dan 
Bendahara Umum serta beberapa orang Anggota Dewan Pimpinan Pusat.  
5.    Menyusun tujuan-tujuan Partai, keputusan-keputusan dan rekomendasi Musyawarah 
Nasional.  
6.    Menetapkan klausul-klausul perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ ART) dan kebijakan politik.  
7.    Menetapkan anggaran tahunan dan evaluasi akhir dari laporan keuangan.  
8.    Menetapkan rencana kerja periodik partai, dan mengawasi serta mengevaluasi 
pelaksanaannya.  
9.    Mengambil sikap tegas dan bijak dalam hal pencemaran nama baik, kritik, 
pengaduan, dan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partai.  
 
Bab 5  
MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI 
 
Pasal 8  
Anggota Majelis Pertimbangan Partai 
Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota 
Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.  
 
Pasal 9  
Majelis Pertimbangan Partai 
1.    Menjabarkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro  
2.    Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musyawarah 
Nasional dan Majelis Syuro  
3.    Menentukan sikap Partai terhadap permasalahan-permasalahan umum dan 
perubahan-perubahan politik secara regional, dunia Islam atau internasional bersama 
Dewan Pimpinan Pusat.  
4.    Mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Sidang-sidang Majelis 
Syuro.  
5.    Merekomendasikan kebijakan program pemilihan umum dan melegalisir calon-calon 
partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat.  
6.    Menunjuk perwakilan (wakil) Partai pada lembaga-lembaga, organisasi dan kongres-
kongres di dalam dan luar negeri bersama Dewan Pimpinan Pusat.  
7.    Meratifikasi langkah-langkah yang terarah untuk melaksanakan program kerja politik 
(strategis).  
8.    Meratifikasi anggaran proyek yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat sebelum diajukan 
ke Majelis Syuro.  
9.    Meratifikasi pengajuan struktur dan personil Bidang Dewan Pimpinan Pusat.  
10. Mengambil tindakan tegas dalam hal fitnah, kritik, aduan, dan tuduhan yang 
berkaitan dengan partai dan anggotanya.  
11. Mejelis berhak membentuk komisi ad-hoc yang terdiri dari unsur anggota Majelis 
Syuro dan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya.  
 
Bab 6  
DEWAN SYARI'AH 
 
Pasal 10 
Syarat Anggota Dewan Syari'ah 
1.    Umur Ketua dan wakil ketua Dewan Syari'ah Pusat tidak kurang dari 35 tahun 
qomariyah.  
2.    Umur Ketua dan Wakil ketua Dewan Syari'ah Wilayah tidak kurang dari 30 tahun 
qomariyah.  
3.    Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli Partai.  
4.    Berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, 
bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana.  
5.    Memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan 
berwibawa.  
6.    Memiliki pengetahuan di Bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan 
keputusan.  
 
Pasal 11 
Fungsi Dewan Syari'ah 
1.    Sebagai Lembaga Fatwa.  
2.    Sebagai Lembaga Qadha yang keputusan-keputusannya mengikat.  
3.    Pelaksana tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.  
4.    Lembaga Peradilan Banding.  
 
Pasal 12 
Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah 
1.    Memberikan landasan syar'i terhadap kebijakan-kebijakan dan persoalan-persoalan 
yang dihadapi partai.  
2.    Melakukan pembinaan terhadap Dewan Syari'ah Wilayah.  
3.    Melakukan kajian terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan 
Syari'ah Wilayah.  
4.    Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi dan kesewenangan 
yang berkaitan dengan Pimpinan Partai dan mengungkapkan hasilnya kepada Majelis 
Syuro. Khusus yang berkenaan dengan Ketua Umum Partai atau Ketua Majelis Syuro 
atau Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau Ketua Dewan Syari'ah Pusat untuk kasus 
yang menyangkut dirinya dilakukan oleh komisi khusus yang dibentuk oleh Majelis 
Syuro.  
5.    Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan Dewan Pimpinan 
Pusat, atau Dewan Syari'ah Wilayah kepadanya.  
6.    Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Syari'ah Pusat kemudian 
mengajukannya kepada Majelis Syuro.  
7.    Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.  
 
Pasal 13 
Klasifikasi Pelanggaran dan Hukuman 
1.    Setiap perbuatan anggota yang menodai citra partai atau bertentangan dengan 
prinsip-prinsip kebenaran dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga partai 
adalah pelanggaran yang harus dikenakan sangsi hukum.  
2.    Klasifikasi pelanggaran berikut hukuman dan cara pelaksanaannya, di atur oleh 
ketentuan Dewan Syari'ah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro.  
 
Bab 7  
TUGAS DEWAN PIMPINAN PUSAT 
 
Pasal 14 :  
Tugas Konsepsional 
1.    Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Pusat dan 
lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukannya kepada Majelis 
Pertimbangan Partai.  
2.    Mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada 
Majelis Pertimbangan Partai.  
3.    Menetapkan Produk-produk konsepsional untuk Bidang-bidang tugas dan lembaga-
lembaga struktural di bawahnya.  
 
Pasal 15 
Tugas Stuktural 
1.    Menerima waqaf, hibah dan dana sukarela yang legal.  
2.    Menyerahkan laporan keuangan dan evaluasi akhir kepada Majelis Pertimbangan 
Partai.  
3.    Mengusulkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada Majelis 
Pertimbangan Partai.  
4.    Mengajukan laporan kerja setiap dua bulan kepada Majelis Syuro.  
 
Pasal 16 
Tugas Manajerial 
1.    Menunjuk ketua-ketua Bidang dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Partai.  
2.    Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.  
3.    Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.  
4.    Mensahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah  
5.    Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan 
Wilayah dan lembaga terkait lainnya.  
 
Pasal 17 
Tugas Operasional 
1.    Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dan 
Majelis Syuro.  
2.    Menerbitkan pernyataan-pernyatan resmi.  
3.    Mempersiapkan kader partai dalam berbagai Bidang.  
4.    Melaksanakan koordinasi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari 
anggota kader partai.  
 
Bab 8  
DEWAN PIMPINAN WILAYAH 
 
Pasal 18 
Struktur Dewan Pimpinan Wilayah 
Dewan Pimpinan Wilayah adalah lembaga eksekutif tingkat propinsi yang 
berkedudukan di ibukota propinsi dengan struktur sebagai berikut :  
1.    Ketua Umum dan beberapa ketua.  
2.    Sekretaris dan wakil sekretaris  
3.    Bendahara dan wakil bendahara  
4.    Deputi-deputi.  
 
Pasal 19 
Tugas Dewan Pimpinan Wilayah 
1.    Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan 
Dewan Pimpinan Pusat.  
2.    Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Wilayah dan 
lembaga-lembaga strutural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan 
Pimpinan Pusat.  
3.    Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.  
4.    Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada 
Musyawarah Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.  
5.    Menyusun sidang-sidang Musyawarah Wilayah sesuai dengan ketentuan yang terkait 
dengan hal tersebut.  
6.    Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan 
Pusat.  
 
Pasal 20 
Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 
1.    Telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli.  
2.    Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat 
dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, 
jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.  
3.    Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan 
tugas.  
4.    Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.  
 
Bab 9  
DEWAN PIMPINAN DAERAH 
 
Pasal 21 
Struktur Dewan Pimpinan Daerah 
Dewan Pimpinan Daerah didirikan pada tingkat kabupaten/kotamadya yang 
berkedudukan di ibukota kabupaten/kotamadya dengan struktur sebagai berikut  
1.    Ketua Umum dan beberapa ketua.  
2.    Sekretaris dan wakil sekretaris  
3.    Bendahara dan wakil bendahara  
4.    Bagian-Bagian.  
 
Pasal 22 
Tugas Dewan Pimpinan Daerah 
1.    Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan 
Dewan Pimpinan Wilayah.  
2.    Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan 
lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan 
Pimpinan Wilayah.  
3.    Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.  
4.    Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada 
Musyawarah Daerah.  
5.    Menyusun sidang-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait 
dengan hal tersebut.  
6.    Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan 
Wilayah.  
 
Pasal 23 
Syarat-syarat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 
1.    Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota 
dewasa.  
2.    Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat 
dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, 
jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.  
3.    Memiliki wawasan politik, hukum dan syari'at yang memungkinkannya melaksanakan 
tugas.  
4.    Umur tidak kurang dari 25 tahun qomariyah.  
 
Bab 10  
DEWAN PIMPINAN CABANG 
 
Pasal 24 
Struktur Dewan Pimpinan Cabang 
Dewan Pimpinan Cabang didirikan pada tingkat kecamatan yang berkedudukan di 
ibukota kecamatan dengan struktur sebagai berikut  
1.    Ketua dan Wakil ketua.  
2.    Sekretaris dan wakil sekretaris  
3.    Bendahara dan wakil bendahara  
4.    Seksi-Seksi.  
 
Pasal 25 
Tugas Dewan Pimpinan Cabang 
1.    Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan 
Dewan Pimpinan Daerah.  
2.    Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Cabang dan 
lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan 
Pimpinan Daerah.  
3.    Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya.  
4.    Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada 
Musyawarah Cabang.  
5.    Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait 
dengan hal tersebut.  
6.    Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan 
Daerah.  
 
Pasal 26 
Syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang 
1.    Telah menjadi kader inti partai yang sekurang-kurangnya dengan status anggota 
madya.  
2.    Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat 
dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, 
jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan.  
3.    Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan 
tugas.  
4.    Umur tidak kurang dari 20 tahun qomariyah.  
 
Bab 11 
DEWAN PIMPINAN RANTING 
 
Pasal 27 
Struktur Dewan Pimpinan Ranting 
Dewan Pimpinan Ranting didirikan pada tingkat kelurahan/desa dengan struktur 
kepengurusan sebagai berikut :  
1.    Ketua dan Wakil ketua.  
2.    Sekretaris dana wakil sekretaris  
3.    Bendahara dan wakil bendahara  
4.    Unit-Unit.  
 
Pasal 28 
Tugas Dewan Pimpinan Ranting 
1.    Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dan 
Dewan Pimpinan Cabang.  
2.    Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Ranting kemudian 
mengajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang.  
3.    Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir dan mengajukannya kepada 
Musyawarah Ranting.  
4.    Menyusun sidang-sidang Musyawarah Ranting sesuai dengan ketentuan yang terkait 
dengan hal tersebut.  
5.    Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan 
Cabang.  
 
Pasal 29 
Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting 
1.    Telah menjadi kader pendukung partai dengan status anggota muda.  
2.    Berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, bertaqwa dan kuat 
dalam (membela) kebenaran, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, 
jauh dari anatisme kepentingan pribadi dan golongan.  
3.    Memiliki wawasan politik, hukum dan syariat yang memungkinkannya melaksanakan 
tugas.  
4.    Umur tidak kurang dari 18 tahun qomariyah.  
Bab 12  
KEUANGAN 
 
Pasal 30 
Sumber Keuangan 
Kekayaan Partai diperoleh dari :  
1.    Iuran, infaq wajib, dan shadaqah yang berasal dari anggota.  
2.    Infaq dan shadaqah dari luar anggota.  
3.    Sumbangan dan bantuan tetap atau tidak tetap dari masyarakat atau orang-orang 
atau badan-badan yang menaruh minat pada aktifitas Partai yang bersifat sukarela 
dan tidak mengikat.  
4.    Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya.  
 
Pasal 31 
Pemungutan Iuran dan Infaq Anggota 
Partai mempunyai hak untuk mengambil iuran, infaq dan shadaqah dari anggotanya.  
 
Pasal 32 
Penyaluran/Pengalokasian Dana 
1.    Partai mempunyai hak untuk menentukan penyaluran dan atau pengalokasian dana 
Partai.  
2.    Dana Partai yang tidak segera digunakan untuk kepentingan aktifitas Partai, 
pengaturannya ditentukan oleh Majelis Syuro.  
 
Pasal 33 
Tugas Bendahara Partai 
1.    Mengatur kekayaan Partai.  
2.    Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.  
3.    Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya 
kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.  
4.    Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.  
 
Bab 13  
HUBUNGAN KEORGANISASIAN 
 
Pasal 34 
Asas Hubungan Keorganisasian 
1.    Hubungan dengan oragisasi yang sejenis baik vertikal maupun horizontal atas asas 
wala' dan ta'awun.  
2.    Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta'awun.  
3.    Hubungan dengan organisasi umum atas asas kemanusiaan dan kemaslahatan umum 
yang dibenarkan Islam.  
 
Pasal 35 
Hubungan Antar Struktur 
1.    Hubungan lembaga tertinggi partai dengan lembaga-lembaga di bawahnya bersifat 
langsung.  
2.    Hubungan antar lembaga tinggi partai tingkat pusat bersifat langsung, melalui 
Pimpinan masing-masing.  
3.    Hubungan lembaga tinggi partai dengan lembaga organisasi partai tingkat wilayah 
bersifat langsung sesuai tingkat wewenangnya.  
4.    Hubungan departemen di Dewan Pimpinan Pusat dengan deputi terkait di Dewan 
Pimpinan Wilayah bersifat langsung sesuai tingkat wewenang dan kebutuhan, dengan 
sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah.  
5.    Apabila departemen di Dewan Pimpinan Pusat tidak mempunyai turunannya di Dewan 
Pimpinan Wilayah maka departemen tersebut dapat berkoordinasi dengan Dewan 
Pimpinan Wilayah.  
6.    Hubungan antar pimpinan partai tingkat wilayah dengan struktur di bawahnya, 
mengikuti pola hubungan antar level kepemimpinan partai seperti tersebut dalam 
ayat 2 sampai dengan 5 pasal ini..  
7.    Hubungan lembaga-lembaga struktural di tingkat bawah dengan lembaga-lembaga di 
atasnya mengikuti mekanisme struktural yang telah ditetapkan.  
 
Bab 14  
KETENTUAN TAMBAHAN 
 
Pasal 36 
Ketentuan Tambahan 
1.    Untuk memperluas jaringan kerja dan menampung aspirasi pendukung partai, maka :  
1.    Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk kepengurusan Majelis Kehormatan dan 
Dewan Pakar,  
2.    Dewan Pimpinan Wilayah dapat membentuk kepengurusan Dewan Pakar,  
3.    Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk kepengurusan Dewan Penasehat, dan  
4.    Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk kepengurusan Dewan Pembina, yang 
diatur oleh peraturan khusus yang ditetapkan Majelis Syuro.  
2.    Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan 
Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan 
pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di 
bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Pertimbangan 
Partai.  
3.    Apabila persyaratan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan 
Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka dimungkinkan 
pembentukan struktur dan pengangkatan kader dari jenjang keanggotaan di 
bawahnya, dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan 
Pusat.  
4.    Didirikan perwakilan Partai di kalangan warga negara Indonesia di luar negeri sesuai 
dengan peraturan khusus yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara 
bersangkutan.  
 
Bab 15  
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 37 
Penutup 
Dalam hal belum dilaksanakannya Musyawarah Nasional I, maka para pendiri partai 
bertindak dan melaksanakan tugas selaku Majelis Syuro 
 
